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ABSTRAK

Partai politik menipakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam membangun pola kehidupan berdemokrasi dengan
tetap mengacu kepada kebebasan yang bertanggung jawab. Partai di daerah daJam menjalankan fiingsinya, belum
niempunyai model slandarisasi yang dapal dijadikati pedoman leknis operasional perekrutan anggota partai, mereka
cenderung mengadopsi AD dan ART serla pedoman o^anisasi yang masih bersifat umum. Kemampuan partai dalam
merekrut anggota masih lemah dalam mcnghasilkan kader-kader cerdas yang berintegritas. Di daerah sendiri.
khususnya di kota Payakumbuh terlihat masih minimnya kesadaran politik, pola kehidupan masyarakat yang
cenderung beqrolitik adalah sebagai pelarian tanpa didukung dengan soft skill dan keinginan merubah tatanan
kehidupan masyarakat agar lebih baik ke depannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi in! adalah
l.Bagaimana pengaturan rekrutmen politik sebagai wujud pelaksanaan fungsi partai politik dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 lentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di
kota Payakumbuh? 2.Bagaimana pelaksanaan fungsi partai terhadap rekrutmen politik dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 20! I tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di
kota Payakumbuh ? 3.Apa keiidala-kcndala yang dilemukaii dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik dalam
Undang-Undang Nomor 2 Taliun 2011 lentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di kota
Payakumbuh? Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dilal^kan adalah pcndekalan yuridis sosilogis,
yaitu dengan roejakukan penelitian langsung ke tiga panai di daerah kota Payakumbuh sebagai objek penelitian penulis
untuk mendapatkan data primer. Dari hasil penelitian terlihat pada sisi pengaturan masing-masing partai memiliki
peraturan teitulis tersendiri yang menyangkut kepada penjabaran yang lebih bersifat teknis dari ketentuan perundang-
undangan yang masih unium. Untuk menjadi anggota partai sama-sama mengkedepankan aspek terbuka dan
demokratis. Sedangkan dalam hal persyaralan pencalonan anggota legislatif dan eksekutif partai memiliki kriteria
tertentu yang lebih lanjut diatur dalam peraturan internal masing-masing partai. Sedangkan dalam prosedur
pelaksanaan terdapat kesamaan yakni sama-sama membuat usulan atau rekomendasi terhadap jenjang kepengurusan
partai yang lebiii tinggi sanipai kepada pimpinan partai tingkat pusat untuk nieniberikan pertimbangan-pertiinbangan
yang dapat dijadikan bahan keputusan partai dalam menetapkan calon yang akan diusung. Adapun kendala yang
dihadapi partai terkait dengan kemampuan operasional yang harus dimiliki oleh setiap calon. Terlihat dari hasil
penelitian ketentuan tertulis di partai politik daerah masih minim tertutama menyangkut kepada proses pengisian
jabafan publik ini, dan ini akan berdampak akan berpotensi terjadinya praktik-praklik iiepotisme antara partai dengan
calon yang akan diusung. Diharapkan penekanan aturan tertulis mengenai rekrutmen politik ini pada level aturan
internal partai lebi'h diperjelas keberadaannya agar partai dapat mengliasilkan kader-kader berkualitas.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Mei 2013.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Rakyal menipakan faktor yang diperhitungkan keikutsertaannya di dunia

politik dalam sebuah negara demokrasi. Partisipasi itu diwujudkan dalam kegiatan

yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan

dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan

pemerintah^. Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal pembentukan keputusan

politik yang implikasinya kepada kehidupan warga negara. Sehingga masyarakat

tentu berhak dan/atau seharusnya ikut serta dalam menentukan, mempengaruhi

atau bahkan ikut memprotes kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak

menguntungkan rakyat.

Dengan partisipasi masyarakat tersebut, maka lahirlah sebuah kelompok

terorganisir yang memilki orientasi yang dapat menjembatani hubungan antara

penguasa dengan rakyat, yakni partai politik. Partai politik merupakan sarana

partisipasi politik masyarakat dalam membangun pola kehidupan berdemokrasi
>

dengan tetap mengacu kepada kebebasan yang bertanggung jawab.

Kehidupan berdemokrasi di suatu negara hams didukung dengan

keberadaan partai politik. Artinya, sebuah negara tidak akan memiliki legitimasi

yang kuat terhadap para penguasanya ketika alat legitimasi yang digunakan itu

tidak ada. Partai memiliki orientasi untuk bemsaha menguasai kekuasaan

pemerintah dengan jalan merebut dukungan rakyat, sehingga keberadaan

^ Sudijono Sastroatmodjo. Perilaku Politik. IKIP Semarang Press, Semarang, 1995,
hal.67.



penguasa dengan memanfaatkan suara rakyat itu akan memperkuat kedudukan

penguasa itu sendiri.

Partai politik memiliki beberapa fungsi pokok yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik, flingsi-fungsi tersebut adalah ;

Pasal 11 ayat(l):
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender.

Selain fungsi pendidikan politik yang menjadi tolak ukur pembangunan

karakter dan pengembangan kualitas pengorganisasian partai secara meluas,

fungsi rekrutmen juga merupakan fungsi partai yang sifatnya urgent dan memiliki

berbagai problematika dalam pelaksanaannya di lapangan. Saat proses rekrutmen

politik tidak' didasarkan pada pertimbangan dan kualifikasi yang jelas, maka kader

yang dihasilkan juga tidak memenuht persyaratan. Dengan demikian partai gaga!

memenuhi fungsinya sebagai produsen pemimpin politik.^

Rekrutmen politik adalah proses mencari figur yang potensial pada rakyat

untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media

komunikasi, menjadi anggota organisasi dan mencalonkan diri untuk memperoleh

' http://cps-sss.org/?p=735, Diakses pada tanggal 15 September 2012



jabatan tertentu baik di tingkat eksekutif.maupun legislatif.^ Rekrutmen politik

berlungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk tumt aktit'

dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment)''. Ada dua

macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan lertutup^

Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara dapat berpartisipasi dalam

kegiatan politik, dengan didukung kemampuan dan kecapakaan, sehingga

persaingan memang terlihat jelas dan teruji kapabilitasnya. Sebaliknya, dalam

sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh

sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas

tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok

kecil elite itu sendiri.

Pedoman perekrutan anggota partai diakomodir secara umum lev/at

keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tertuang dalam

Pasal 29 bahwa penempatan hasil dari rekrutmen yang dilakukan partai adalah

sebagai:

a. anggota Partai Politik;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;
c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;dan
d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sistem multi partai yang dherapkan oleh Indonesia, baik ditingkat nasional

maupun daerah (Payakumbuh), menuntut adanya korelasi yang baik antara partai

dengan masyarakat. Proses penyaringan calon kader politik itu dilakukan dengan

^ Sudijono Sastroatmodjo. Op. cii, hal.I21.
* Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik. PT. Gramedia Puslaka Utama, Jakarta,

2001,hal.l64.

http://pupoetri.biogspot.coni/2011/10/pengertiaii-rekrutmen-politik, Diakses tanegal 21
Maret2012



demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

Bahkan dalam proses penetapan calon, partai politik wajib memperhatikan

pendapat dan tanggapan masyarakat®. Masyarakat membutuhkan sensitifitas dari

partai terhadap gejala-gejala perubahan pola kehidupan masyarakat yang dinamis.

Pelaksanaan fungsi rekrutmen politik tidak terlepas dengan adanya sikap simpati

rakyat terhadap kehidupan politik, agar sistem politik tidak hanya dimiliki oleh

sekelompok elit politik yang dapat menciptakan bentuk kelompok kepentingan.

Sehingga sikap simpatik rakyat akan terbangun dan akan terciptalah perilaku

politik dengan ikut berpartisipasi, baik itu menjadi kader atau mendukung secara

moril lewat hak suara yang dimiliki setiap warga negara.

Kemampuan partai dalam merekrut anggota baik di tingkat pusat maupun

daerah masih lemah dalam menghasilkan kader-kader cerdas yang berintegritas.

Di daerah sendiri, khususnya di kota Payakumbuh terlihat masih minimnya

kesadaran politik, pola kehidupan masyarakat yang cenderung berpolitik adalah

sebagai pelarian tanpa didukung dengan soft skill dan keinginan merubah tatanan

kehidupan masyarakat agar lebih baik ke depannya. Terlihat dari masih adanya

tindakan-tindakan-^^asusila yang diperlihatkan oleh anggota legislatif di

Payakumbuh, sehingga pada akhimya mekanisme recall diberlakukan oleh partai

yang bersangkutan^. Selain itu, tidak jarang ditemukan kader yang sering pindah-

pindah partai demi mencapai hasrat pribadi yang belum terpenuhi oleh partai

sebelumnya yang diduduki. Misalnya, seorang kader partai yang kalah dalam

putaran pemilukada sebelumnya, pindah ke partai pemenang dengan asumsi akan

® Saldi Isra, Hubungan Eksekutif -Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsm^. dalam Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Unand, Padang. 2005, hal.7.

http://www.dprd.payakumbuhkota.go.id Diakses pada tanggal 15 September 2012



mendapatkan dukungan yang banyak dari partai pemenang uiituk mencalonkan

diri lagi di pemilukada selanjutnya.

Ini menandakan masih banyak permasalahan di daerah terhadap moral,

loyalitas, integritas serta kemampuan partai dalam penyeleksian kader-kader yang

ditempatkan di lembaga legislatif oleh partai itu sendiri dan tidak tertutup

kemungkinan di ranah eksekutif juga banyak terjadi hal serupa. Artinya,

kemampuan menyeleksi secara prcfesional yang bertanggung jawab oleh partai di

daerah terhadap kader-kademya masih minim. Partai cenderung melihat sejauh

mana tingkat elektabiiitas dari calon itu sendiri yang akan ditempatkan ke jenjang

struktur kekuasaan tanpa memperhatikan pengalaman berpolitik serta kemampuan

dalam menginventarisasi kepentingan masyarakat secara meluas yang telah

mempercayainya.

Partai di daerah dalam menjalankan fungsinya, belum mempunyai model

standarisasi yang dapat dijadikan pedoman teknis operasional perekrutan anggota

partai, mereka cenderang mengadopsi AD dan ART serta pedoman organisasi

yang masih bersifat umum. Secara kelembagaan, partai di daerah berwenang

menetapkan peraturan rteknis perumusan dan pelaksanaan formulasi rekrutment

politik dengan tetap mengacu kepada AD dan ART partai serta tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan. Partai bertanggung jawab untuk

memberikan pendidikan politik, rekrutmen politik serta fungsi-fimgsi lainnya

kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak hanya menjadi monopoli

kepentingan kalangan elit politik saja, namun juga terciptanya inisiatif dan



pikiran-pikiran yang muncul dari sikap dan perilaku politik dari segenap lapisan

masyarakat meskipun sudah barang tentu kadarnya sedikit berbeda.®

Pemikiran masyarakat daerah pada umumnya masih dibawa suasana

hegemoni kekuasaan menjadi seorang kepala daerah atau anggota dewan. Jabatan

eksekutif maupun legislatif menjadi suatu posisi strategis terhadap setiap orang

yang menginginkan posisi jabatan itu. Misalnya, keikutsertaan seseorang untuk

menjadi calon kepala daerah atau anggota dewan di daerah yang mana merupakan

tempat kelahirannya atau kampung halaman, tanpa memahami akar permasalahan

di daerahnya sendiri. Mereka memandang kepala daerah suatu posisi strategis

untuk memanfaatkan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang. Sehingga

mendekatkan dirilah kepada partai agar keinginannya ini dapat diakomodir oleh

partai di daerali.

Tidak terlepas juga dari fungsi keberadaan sekretariat partai di daerah juga

ikut menentukan keberlangsungan dari perekrutan yang baik, ketika sekretariat

digunakan hanya disaat-saat pesta demokrasi dilangsungkan, maka nilai-nilai

hingsi partai termasuk fungsi rekrutmen politik yang terkandung di dalamnya

akan sulit direalisasikan.-3iasanya ini sering teijadi di kantor-kantor sekretariat

partai pada tingkat daerah dan kecamatan yang ruang lingkupnya masih kecil.

Sehingga sekretariat sering menjadi ruang kosong dari pada tempat menjalankan

fungsi partai yang sudah menjadi kewenangannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah meneliti peranan partai politik

yang berada di daerah, khusunya di kota payakumbuh , yang terkait dengan salah

satu fungsi partai politik yaitu rekrutment politik sebagai wujud pelaksanaan

Sudijono Sastroatmodjo. Op. cit, hal.120.



Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun

2008 Tentang Partai Politik.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar beiakang pemilihan judul penelitian di atas,

maka dirumuskan masalah untuk dijadikan pedoman penelitian agar mencapai

sasarannya. Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan rekrutmen politik sebagai wujud pelaksanaan

fungsi partai politik daiam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik di kota Payakumbuh?

2. Bagaimana pelaksanaan fungsi partai terhadap rekrutmen politik daiam

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di kota

Payakumbuh?

3. Apa kendala-kendala yang ditemukan daiam pelaksanaan fungsi rekrutmen

partai politik daiam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Politik di kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitan ■=&

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan rekrutmen politik sebagai wujud

pelaksanaan fungsi partai politik daiam ketentuan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 Tentang Partai Politik di kota Payakumbuh.



2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi partai terhadap rekrtumen politik

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Teniang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Politik di kota Payakumbuh.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan

fungsi rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di

kota Payakumbuh.

D. Manfaat Pcnclitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat baik secara teoritis maupun praktis ;

1. Manfaat Teoritis

a. Dari segi teoritis , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi pemikiran mengenai pelaksanaan fungsi partai politik

terhadap sistem rekrutmen politik dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang

kendala apa saja yang akan dihadapai oleh partai politik dalam

menjalanakan fungsi partai politik dengan mengacu kepada ketentuan

perundang-undangan.

c. Untuk memperluas pengetahuan di bidang hukum dan politik,

sebagaimana termasuk ke dalam ranahnya bagian mata kuliah hukum

tata negara, terkait kepada politik praktis dalam pengejawantahannya

di ruang lingkup partai politik.



2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi

penulisan hukum ini.

b. Dapat menambahkan informasi, pengetahuan dan pemahaman

terhadap sejauh manakah partai politik mnjalankan fungsinya yang

diamanatkan di Undang-Undang partai Politik.

E. Mctode Penclitian

1. Metode Pedekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian in!

adalah metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu menganalisis masalah

dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan

dengan fakta yang ditemui di lapangan^ yaitu dengan menganalisis

Undang-Undang partai politik terhadap kenyalaan sejauh mana peran dan

fungsi parpol di daerah kota Payakumbuh menjalankan fungsinya

tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai gejala j^g menjadi pokok permasalahan yang akan

dibahas yaitu untuk memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan fungsi

partai politik terhadap rekrutment politik yang dilakukan oleh partai

politik khusunya di kota Payakumbuh sebagai vmjud

pengimplementasiannya dari Undang-Undang Partai Politik

3. Sumber dan jenis data

a. Sumber data

Bambang Sunggono , metodologi penelitian hukum, raja graflndo persada, jakarta .
2007, hal: 72-79.



Untuk memperoleh data yang konkret serta berkaitan dengan masalah

yang akan diteliti, sumber data berasal dari:

1) Library research, yakni penelitan kepustakaan. Penelitian ini

dilakukan dengan memperoleh data kepustakaan yang bersumber

dari buku, dokumen resmi, publikasi, dan basil penelitian/"

2) Field Research, yakni penelitian lapangan yang akan dilakukan

pada beberapa partai politik daerah yang berada di Kota

Payakumbuh.

b. Jenis data

1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari svimber

pertama, yakni melalui penelitian di lapangan {field Research )."

Data primer yang dikunipulkan adalah data yang berkenaan

dengan pelaksanaan fungsi partai politik di daerah kota

payakumbuh.

2) Data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh melalui

kepustakaan. Data sekunder yang diperlukan terdiri atas :

a) Bahan hukum primer-a

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat

bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam

penelitian yang akan dilakukan ini, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik;

Zainudin All, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, hal. 107.
Soerjono Soskanto,Penganlar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 2006, hal. 12.
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2. Undang-Undang Nomor No 8 Tahun 20I2„tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dll.

b) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan

hukum primer atau memberikan penjeiasan mengenai bahan

hukum primer, seperti pendapat para sarjana terdahulu, karya

tulis tentang hukum, jumal-jumal hukum, artikel, makalah,

situs internet, dan sebagainya.

c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjeiasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpul data yang

dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis,

yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis

dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti.'^ Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan-ketentuan

tertulis baik dalam level perundang-undangan sampai ke dalam level

peraturan partai mengenai pelaksanaan dari rekrtumen politik.

Ibid., hal.21.
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b. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan cara

melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait.

Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan

agar tidak lari inti dari permasalahan, adakalanya pertanyaan dalam

wawancara itu muncui secara insidentil pada saat berlangsungnya

wawancara. Wawancara yang akan dilakukan pada beberapan partai

politik yang berada di kota payakumbuh yaitu yang menjadi sampel

penulis adalah tiga partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota

Payakumbuh, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan

Partai Amanant Naslonal.

Adapun teknik sampel yang penulis gunakan adalah purposive

sampling yakni dengan sengaja memilih tiga objek penelitian

dikarenakan adanya hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan bagi

penulis.'^ Alasan pemilihan ketiga partai tersebut untuk dijadikan

sampel penelitian karena ketiga partai tersebut memiliki kemampuan

menghimpun dukungan politik masyarakat yang kuat terhadap proses

pemenangan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilukada di kota

Payakumbuh. Terbukti dengan hasil pemilukada yang berlangsung

tahim 2012 kemarin, partai PKS adalah partai pemenang pemilukada

dengan terpilihnya calon walikota dari partai PKS menjadi walikota

Payakumbuh. Sedangkan partai PAN dengan Partai Demokrat adalah

partai pemenang pemilu legislatif di tahun 2009 dilihat dengan

http://www.buatskripsi.coin/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.htmI diakses
pada tanggal 2 Maret 2013.
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terpilihnya ketua dan wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh dari fraksi

partai PAN dan Demokrat.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah

dikumpulkan, sehingga memudahkan dalam menganalisis. Pengolahan

data ini dilakukan dengan cara editing yaitu tidak semua data yang akan

diambil dan digunakan, tetapi hanya data yang diperlukan sehingga

perolehan data lebih tcrstruktur.

6. Analisis Data

Data yang didapat dianalisis secara kualitatif sosiologis, yaitu

dengan memilah data yang lebih menonjol terhadap masalah yang

penulis teliti. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dianalisis

niengenai apa yang seharusnya dilakukan yang kemudian dikaitkan

dengan realitas empiris. Dari analisis ini diharapkan dapat diperoleh

suatu deskripsi secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pokok

permasalahan. Setelah analisis data selesai , hasilnya akan disajikan

secara deskriptif yang kemudian dapat ditarik kesimpulan guna

menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Uinum tentang Partai Politik

a. Definisi dan fungsi partai

Partai merupakan suatu kehendak untuk mempengaruhi bahkan

merebul kekuasaan yang ada, demi mencapai cita-cita dan filosofi dari

partai itu sendiri, sehingga dengan penguasaan jalannya roda

pemerintahan, akan memberikan kemanfaatan kepada kader atau

anggotanya. Menurut R.H Soltau yang dikutip dari bukunya Mirriam

Budiarjo mendefenisikan partai sebagai suatu kelompok warga negara

yang sedikitnya banyak lerorganisir , yang bertindak sebagai suatu

kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih

serta bertujuan menguasai pemerintahan dan meiaksanakan kebijaksanaan

umum mereka.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah

sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur

berdasarkan ideologi atau program dimana<» ada keinginan para

pimpinannya imtuk merebut kekuasaan negara terutama eksekutif melalui

yang terbaik. Cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara

teratur dan berkala. Sehingga secara teori apapun namanya suatu organ

politik atau masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut dapat

dikategorikan sebagai partai politik.'^

Miriam Budiaijo, Op. Cil,. hal.161.
Abu Daud Busroh^/mw Negara, Bumi Aksara,Jakarta, 2010,hal. 156.
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Sedangkan dalam pengertian menurut Undang-Undang No 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefenisikan partai politik adalah:

Suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok
warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak
dan cita-cita untuk mempeijuangkan dan membela kepentlngan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, seita memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih rinci Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengartikan keberadaan

partai politik sebagai peserta pemilu legislatif dengan adanya syarat-syarat

tertentu terlebih dahulu yang dituangkan dalam Pasal 8 UU Pemilu

legislatif ini, yaitu:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang
memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah
secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu
pada Pemilu berikutnya.

(2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat
menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang
tentang Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen)

jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah

kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik
tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang
atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada
kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada
huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda
anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai
tahapan terakhir Pemilu;
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h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai
politik kepada KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas
nama partai politik kepada KPU.

Sehingga partai politik baik yang sudah ada pada periode

sebelumnya maupun partai baru akan diberi tugas yang sifatnya tidak

diskriminasi sesuai dengan amanat UU pemilihan legislatif tersebut, agar

setiap partai yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU dapat ikut serta

dalam pesta demokrasi dengan mengiitus kader-kader terbaik partai untuk

berkompetisi.

Peranan partai di dunia demokrasi sangat strategis terkait pada

setiap keputusan-keputusan yang bersifat politik. Infrastruktur politik

meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik, dalam

rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan bentuk proses

pemerintahan yang berlevelkan negara dan infrastruktur politik yang

paling nyata adalah dengan keberadaan partai politik.'^

b. Klasifikasi Partai

Keberadaan partai politik tidak terlepas dari sejarah perpolitikan di

suatu negara. Sebelum Indonesia merdeka, banyak bermunculan

organisasi-organisasi yang dijiwai dengan semangat berpolitik. Keadaan

negara yang sedang dalam era kolonialisme membuat rakyat bergerilia

dengan membentuk berbagai organisasi yang berimplikasi kepada

kepentingan negara. Hal ini ditandai dengan kelahiran Budi Oetomo,

Sarikat Islam, Muhammadiyah, NU, PNI, Taman Siswa, Parindra dan lain-

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Po/j7/tRineka Cipta,Jakarta,2000,hal. 132.
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lain.'' Kelompok-kelompok tersebut memillki pengaruh dan perjuangan

politik baik secara langsung mendeklarasikan sebagal gerakan politik

maupun tidak tetapl masih tetap dilandasi dengan semangat pembaharuan

dalam rangka melawan era kolonialisme.

Secara komposisi dan fimgsi keanggotaannya, partai politik dibagi

dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa lebih

menitik beratkan kepada jumlah anggota dengan menghimpun berbagai

aliran politik ke dalamnya dengan pencapaian perjuangan suatu program

yang biasanya luas dan kabur sehingga cendening akan teijadi benturan

kepentingan antar sesama anggota karena berisikan berbagai ideologi

partai dalam satu atap sehingga sulit terciptanya suatu kesatuan dalam

partai. Sedangkan partai kader mementingkan pengetatan organisasi

dengan mengadakan saringan terhadap calon anggota dan memecal

anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.'®

Pembagian Jenis partai lebih lanjut dikemukan oleh Maurice

Duverger dalam bukunya Political Parties yang dikutip oleh Mirriam

Budiaijo, bahwa partai diklasifikasikan atas sistim partai-tunggal (one-

party system), sistem dwi partai (two-party system) dan sistem multi partai

(multi-party system).'®

1. Sistim partai tunggal

Negara yang menggunakan sistem partai ini memperlihatkan

suasana kepartaian yang tidak memiliki makna kompetitif atau

persaingan. Keberadaan partai mayoritas lebih diutamakan dari

" Inu Kencana Syafiie, Op.cil. hal.132.
" Mirriam Budiarjo, Op.cil, hal.166.
" lbid,hal.l67.
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pada partai kecil. Partai yang ada harus menerima pimpinan partai

dominan dan tidak dibenarkan untuk bersaing. Hal ini diterapkan

oleh negara-negara baru yang dihadapkan dengan berbagai masalah

dalam mengintegrasikan berbagai golongan, daerah serta suku

bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya.^"

2. Sistim dwi partai

Dalam sistem ini negara dihadapkan kepada pembagian partai

berdasarkan hasil pemiiu, yaitu partai penguasa karena menang

dalam pemiiu sebelumnya, dan partai oposisi yang kalah dalam

pemiiu. Sehingga jelaslah pembagian tanggung jawab dan fungsi

partai, yang mana partai kalah atau oposisi mengecam setiap

kebijakan yang dirasa tidak menguntungkan bagi rakyat kepada

penguasa dengan tetap setia pada kebijakan partai penguasa dalam

artian sewaktu-waktu peralihan kekuasaan akan mungkin terjadi

dengan jalan merebut dukungan rakyat dan orang-orang yang ada

di tengah dua partai itu yang dinamakan pemilih terapung {floating

vote)}^

3. Sistim multi partai

Pola multi partai lebih menonjolkan kepada aspek

keanekaragaman budaya dan politik di suatu negara. Bila dikaitkan

dengan sistem pemerintahan parlementer, sistim multi partai ini

sebenamya lebih kepada penguatan badan legislatif sehingga

peranan badan eksekutif menjadi lemah. Karena tidak adanya partai

^°Ibid,hal.l68.
" Ibid,hal.l68.
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yang cukup kual iintuk menjaiani pemerintahan, sehingga

melakukan koalisi dengan partai-partai lain agar terciptanya

stabilitas politik dalam negeri. Dilain pihak, partai oposisi kurang

memainkan peranan yang jelas, karena sewaktu-waktu masing-

masing partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi

bam dengan pertimbangan situasi yang genting yang dihadapai

oleh partai oposisi, sehingga letak tanggung jawabnya raenjadi

tidakjelas.^"

2. Tinjauan Umum tentang Rekrutmcn Politik dan Partisipasi Politik

a. Pengertian dan jenis rekrutmen politik

Idealnya sebuah partai merupakan jembatan penghubung antara

pemerintah dengan rakyat terhadap setiap proses-proses penyelenggaraan

pemerintah, sehingga wadah masyarakat untuk berpolitik akan dapat

tersalurkan jika pelembagaan dari pdrtai ita telah baik. Mamun, tidak

sedikit juga pandangan-pandangan skeptis Sari semua golongan

masyarakat yang ditujukan kepada partai politik , bahwa partai hanya

dianggap kumpulan beberapa orang yang haus akan kekuasaan dengan

memimpin kekuasaannya secara pragmatis dan ketika sudah berada dikursi

kekuasaan, seakan-akan aspirasi dari konstituennya hanya dijadikan

sebagai bahan tontonan yang tidak adanya refleksi nyata atas sikap dan

tindakan.

Oleh karena itu, untuk menjamin kemampuan partai dalam

memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituennya, stmktur internal

Ibid,hal.l70.
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partai harus disusun sedemikian rupa, disatu pihak partai hams sesuai

dengan kebutuhan untuk memobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi

konstituennya, dan dipihak lain, struktur organisasi partai harus

disesuaikan dengan format organisasi pemerintah yang diidealkan menurut

visi partai poiitik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan

dukungan mereka, sehingga semakin cocok struktur internal organisasi

dengan kebutuhan maka semakin tinggi pula derajat pelembagaan

organisasi yang bersangkutan.^^

Selain itu perlu dipahami secara komprehensif terhadap kejelasan

fungsi partai agar diketahui makna hakiki dari sebuah partai. Fungsi-fungsi

tersebut diakomodir menjadi sebuah kesatuan yang dapal memberikan

peranan dalatn mengartikulasikan kepentingan {Interest articulation) atau

Political Interest yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam

masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap oleh partai poiitik menjadi

ide, visi, dan kebijakan partai tersebut, kemudian aspirasi kebijakan itu

diadvokasikan imtuk mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan

kenegaraan yang resmi.^"* Menurut Mirriam Budiarjo , fungsi partai poiitik

tersebut dibedakan atas

1) Partai sebagai sarana komunikasi poiitik
Salah satu tugas partai adaiam menyaiurkan aneka ragam pendapat
dan aspirasi masyarakat yang terkadang sering juga eteijadi
benturan kepentingan di daiam suatu masyarakat modem ,
sehingga menjadi indikator pencapaian yang harus dikemas oleh
partai dengan penggabungan kepentingan dan selanjutnya
dirumuskan kepada sebuah kebijaksanaaan untuk dilakukan posisi

Jimly Asshiddiqie , Penganiar Jlmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta ,2006, hal. 159

"/iW,hal.l60.
" Mirriam Budiarjo, Op.dl, hal.163-164.
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tawar kepada pemerintah untuk dijadikan kebijaksanaan umum
atau public policy.

2) Partai sebagai sarana sosial politik
Diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan
orientasi terhadap phenomena politik. Partai harus menciptakan
"image" bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Di
samping menanamkan solidaritas dengan partai, partai juga harus
mendidik anggota-angggotanya menjadi manusia yang sadar akan
tanggung jawabnya sebagai warga negara yang mengkedepankan
kepentingan nasional dari pada kepentingan pribadi. Hal ini juga
dapat diwujudkan dengan melakukan pendidikan politik dan sosiai
politik bagi masyarakat.

3) Partai politik sebagai sarana rekruitment politik
Pembentukan partai ditujukan untuk mencari dan mengajak orang
yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai
anggota partai. Karena hakekatnya partai merupakan kendaraan
yang sah untuk menyeleksi kader-kader partai untuk diposisikan
kepada jabatan-jabatan negara, baik dalam ranah eksekutif
maupun legisiatif.

4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik
Persaingan dan perbedaan pendapat di era masyarakat modem
merupakan suatu dinamika demokrasi, nilai-nilai dan kepentingan

. yang muncul beraneka ragam. Sebagai pengatur konflik , partai
berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan
ragam dan kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran
kelembagaan politik partai.^^

Selain itu Undang-Undang Partai Politik juga secara implisit

mengatur tentang fungsi-fungsi pokok yang menjadi pedoman bagi partai

politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi

politik. Fungsi tersebut dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 pasal 11 ayat (1) yang berisikan :

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibaimya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;

b. penciptaan ikiim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur asplrasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

26 Jimly Asshiddiqie, Op.cit, hal.163.
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e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender.

Dengan memperhatikan perbandingan fungsi partai menurut

Mirriam Budiarjo dengan Undang-Undang Partai Politik, secara subtansi

keduanya sama-sama memiliki makna yang hainpir sama dalam

menafsirkan fungsi partai politik. Namun, fungsi rekrutmen politik sama-

sama menjadi fungsi yang urgent terlihat dengan dibunyikan secara jelas

keberadaannya. Hal ini didasari karena menyangkut kemampuan partai

dalam menghasilkan orang-orang yang berkompeten guna untuk proses

pengisian jabatan-jabatan publik yang bersifat politik.

Fungsi ini berkairan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan,

baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang

lebih luas. Untuk kepentingan intemalnya, setiap partai butuh kader-kader

yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian la dapat

menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk

mengembangkan diri, dengan mempunyai kader-kader yang baik tersebut,

partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai

peluang imtuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan

nasional."

Untuk melakukan proses rekrumen tersebut, ada beberapa pilihan

yang menjadi tolak ukur partai untuk melaksanakan proses rekrumen

politik ini adalah sebagai berikut:^®

" Mirriam Budiarjo, C>p.c//,hal.408.
" http;//chengxplore.blogspot.com/2010/12/reknitmen-politik.html di akses pada tanggal

15 September 2012
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1. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas
tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki
jabatan strategis.

2. Compartinentalization, merupakan proses rekrutmen yang
didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman
organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya
aktivis LSM.

3. Immediate survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan
oleh otoritas pemimpln partai tanpa memperhatikan
kemampuan orang-orang yang akan direkrut.

4. Civil service reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan
kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa
mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Sedangkan berdasarkan orang-orang yang akan dltempatkan di

lembaga legislatif, menurut Czudnowski ada beberapa hal yang dapat

menentukan tingkat keterpilihan seseorang, yaitu

1. Social background : Faktor ini berhubungan dengan pengaruh
status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit
dibesai'kan.

2. Political socialization : Merupakan suatu proses yang
menyebabkan seorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas
yang harus diilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.

3. Initial political activity : Faktor ini menunjuk kepada aktivitas
atau pengalaman politik calon elit selama ini.

4. Apprenticeship : Faktor ini menunjuk langsung kepada proses
"magang" dari calon elit ke elit yang lain yang sedang
menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.

5. Occupational variables : Calon elit dilihat pengalaman
keijanyadalam lembaga formal yang bisa saja tldak
berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam
kualitas kerjanya.

6. Motivations : Orang akan termotivasi untuk aktif dalam
kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan crientasi
mereka terhadap isu-isu politik. Selection : Faktor ini
menunjukkan pada mekanisme politik yaitu rekrutmen terbuka
dan rekrutmen tertutup.

29
Ibid
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b. Pengertian dan jenis partisipasi politik

Menurut Herbert McClosky yang dikutip dari bukunya Mirriam

Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

masyarakat melalui mana mereka mengambil' bagian dalam proses

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam

proses pembentukan kebijakan umum {The term political participation will

refer to those voluntary activities by which members of a society share in

the selection ofrules and, directly or indirectly, in the formation ofpublic

policy)?^

Dalam masyarakat yang memiliki berbagai kebudayaan yang

beragam, seringkali terdapat kegiatan yang bervariasi dan terkadang-

kadang akan terjadinya deadlock dalam setiap rumusan-rumusan

musyawarah dalam penyatuan pendapat atau tindakan politik masyarakat

yang plural tersebut. Sehingga faktor-faktor yang mendorong perilaku

politik tidak bersifat determinan, melainkan bersifat pengaruh kepada

kebijakan-kebijakan pemerintah balk dalam proses pembuatannya maupun

pelaksanaannya.

Antara perilaku politik dengan sikap politik terdapat adanya

perbedaan meskipun pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama. Sikap

politik lebih bersifat intemal yang terwujud ke dalam perasaan dalam diri,

sedangkan perilaku politik masih dipengaruhi oleh faktor dari luar atau

ekstemal. Sehingga tidak selamanya perilaku politik mengawal dari sikap

politik seseorang. Artinya, seseorang yang tidak setuju dengan kebijakan

30 Mirriam Budiaijo, Op.c;7.hal.367.
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pemerintah, maka ketidaksetujuannya itu merupakan penviijudan dan

sikap politik. Dengan sikap politik yang tidak setuju itu tidak mesti hams

adanya bentuk penolakan, protes, atau menolak kebijakan tersebut. Bisa

saja karena faktor darl luar dirinya oraiig yang bersangkutan tetap

melaksanakan keputusan atau kebijakan, sehingga kondlsi tersebut

mengandung bahwa perilaku politiknya berbeda dengan sikap politik pada

dirinya. Dengan kata Iain, karena adanya faktor-faktor dari luar, perilaku

politik tidak mewakili sikap politiknya.^'

Perilaku atau partisipasi politik dibedakan menjadi partisipasi aktif

dan panisipasi paslf. Partisipasi politik dalam hal ini merupakan

keterlibatan warga negara biasa dalam meneniukan segala keputusan yang

menyangkut atau mempengaruhi hidupnya^^. Aktif dalam kategori adanya

upaya untuk melakukan pengaruh kebijakan, baik itu mengajukan kritik,

protes, petisi dan sebagainya yang diwujudkan dengan lindakan langsimg

yang berorientasi kepada segi sebelum kebijakan itu dibuat dalam artian

masukan dan setelahnya ketika kebijakan Itu telah dikeluarkan. Sedangkan

pasif berati sikap yang mencermikan ketaatan dan penerimaan dari

keputusan pemerintah yang orientasinya hanya pada aspek setelah

kebijakan dikeluarkan. Namun beranjak dari dua persepsi di atas, juga

terdapat sekelompok masyarakat yang tidak berada dalam konteks

partisipasi aktif maupun pasif. Pandangan mereka terkait dengan kebijakan

yang ada , baik sebelum maupun sesudahnya, tidak melihatkan bentuk

kepedulian, karena mereka memandang ada atau tidaknya suatu kebijakan

Sudijono Sastroatmodjo, Op.cit, hal.7.
' Ramlan Surbakti. Memahami Ihnu Politik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1992

hal. 140.
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dari sistem politik tcrsebut ddak memenuhi harapan mereka. Dengan kata

lain, kelompok ini lazimnya disebut dengan kelompok golongan putih

(golput).

Tingkat partisipasi politik dapat digolongkan menjadi apatis,

spektator dan gladiator. Apatis artinya tidak menaruh perhatian sama sekali

pada kegiatan politik dan bersikap masa bodoh. Hal ini bisa saja karena

kurang paham masalah politik, atau kurang yakin bahwa usaha untuk

mempenganihi kebijakan pemeriniah akari berhasil, serta bisa saja dengan

keberadaan faktor lingkungan yang ketidaksertaan atau sikap acuh tak

acuh di sekitar lingkungan Itu mcrupakan hal yang biasa. Spektator berati

bahwa orang yang tidak terlalu masa bodoh dalam penyelenggaran politik

suatu negara, namun setidak-tidaknya partisipasinya diwujudkan dengan

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Sedangkan gladiator

merupakan tingkatan partisipasi politik sampai pada keikutsertaannya

secara aktif dalam proses politik.^^

c. Fungsi partisipasi politik

Keinginan berpolitik tidak terlepas dari niat seseorang dengan

tujuan terciptanya suatu perubahan sosial dalam kehidupannya. Sehingga

terciptanya dorongan seseorang untuk berpartisipasi dengan berbagai motif

dan kepentingan-kepentingan baik secara individu maupun secara bersama

yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan politik.

Menurut Lane dalam bukunya Sudijono Sastroatmodjo

mengartikulasikan ke dalam empat fungsi dari partisipasi politik, yaitu:-̂34

" Sudijono sastroatmodjo, Op. cit, hal.9.
" Ibid,hal,26.
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a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi
Paitisipasi politik sering digunakan dalam bentuk upaya-upaya
menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonomi
nya, atau sebagai sarana untuk mencari keuntungan material

b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian
sosial

Hal ini lebih kepada pengembangan status sosial dengan merasa
terhormat karena berpolitik menghasilkan pergaulan dengan
orang-orang terkemuka seperti pejabat, pengusaha ataupun
kaum-kaum bangsawan. Pergaulan yang luas tersebut
mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktifitas
politik, dengan begitu mereka merasa puas karena kebuthan
terhadap penyesuaian sosialnya terpenuhi dengan berpolitik.

c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai Idiusus
Berpolitik dengan pencapaian terhadap tujuan-tujuan tertentu
seperti mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek,
tender, dan bahkan melicinkan karier jabatannya mendorong
seseorang untuk berpartisipasi di bidang politik. Nilai-nilai
khusus dan kepentingan individu bila tercapai akan semakin
mendorong seseorang untuk berpolitik, dan kecenderungan
orang yang mengejar tujuan ini dengan berpolitik adalah untuk
kepentingan pribadinya.

d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan
kebutuhan psikologi tertentu.
Keterlibatan seseorang dalam berpolitik untuk memenuhi
kebutuhan alam bawah sadar seperti kepuasan batin, perasaan
terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai
orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah
ditetapkan.

3. Tinjauan Umum tentang Pcmilihan Umum

a. Hubungan pemilihan umum dengan kedaulatan rakyat

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa

kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga dapat diartikan bahwa

rakyatlah yang dapat dianggap sebagai pemilik kedaulatan penuh dan

pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun dalam

praktiknya, kedaulatan rakyat tidakl^ mudah dilakukan secara mumi,

karena tidak mungkin menghimpun pendapat dan keinginan rakyat disuatu

negara menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu perlu mensiasati keadaan
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tersebut sebagai pengejawantahan dan kedaulatan rakyat dengan melalui

sistem perwakilan {representation). Sehingga yang melaksanakan dari

kedaulatan rakyat tersebut adalah para wakil rakyat baik yang duduk di

iembaga parlemen ataupun yang berada dalam ranahnya pejabat eksekutif.

Keberadaan para wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat,

yaitu melalui pemilihan umum {general election).

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pemlihan Umum mengartikan definsi pemilihan umum

sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tentang asas-asas

pemilu tersebut adalah:

a. Asas langsung
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati
nuraninya, tanpa perantara.

b. Asas umum

Pada dasamya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan
sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu.
Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin
kesempatan yang berlaku secara menyeliuiih bagi seluruh warga
Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekeijaan, dan status
sosial.

c. Asas bebas

Maksudnya dalam memberikan suaranya, si pemilih tidak ada
tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia
memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dia
benar-benar bebas dalam menentukan pilihannya.

d. Asas rahasia

Bintan Saragih, Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum, Gaya Media Pratama.
1988. Him 171.
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Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya
tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan
apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan
tidak dapat diketahui oleh orang Iain kepada siapapun suaranya
diberikan.

e. Asasjujur
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu,
aparat pemerintah peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau
pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap
dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

f. Asas adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta
pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari
kecurangan pihak manapun.

Dengan begitu pemilihan umum merupakan suatu lembaga yang

berfungsi untuk penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Pemilihan umum

yang bebas akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk

menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh

negara dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang melaksanakan

kebijaksanaan itu.^^ Hak asasi negara yang sangat prinsipil diakomodir

dengan keberadaan suatu pemilihan umum dengan harapan agar

terciptanya suatu kedaulatan rakyat yang utuh, karena rakyatlah yang

memiliki kekuasaan tertinggi, menentukan sistem pemerintahan serta

menentukan tujuan-tujuan negara yang hendak dicapai. Dan negara

memiliki suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan dari pemilihan umum

tersebut.

b. Tujuan Pemilihan Umum

Sistem pemilihan langsung ini akan memberikan peluang bagi

warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa

Abdul Bari Azed, Sislem Pemilihan Umum di Indonesia, Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia ,2000, hal .2.
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hams dirediiksi oleh kepentiiigan-kepentingan elite politik seperti yang

kasat mata muncul dalam sistem demokrasi penvakilan. Setidaknya,

melalui konsep demokrasi langsung, warga akan mendapatkan kesempataa

untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan

politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam

pengambilan keputusan politik "

Pemilu berkala ditujukan untuk menjamin penyerapan aspirasi

masyarakat yang bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waklu.

Keadaan pertambahan penduduk memungkinkan terjadinya perubahan

kebutuhan oleh masyarakat, sehingga secara tidak langsung tingkat

aspirasi dan kepentingan masyarakatpun akan berubali pula. Selain itu,

juga dapat menjamin kepastian penyelenggaraan negara oleh pemimpin

negara, dengan tujuan untuk menjamin terjadinya pergantian kekuasaan

negara, balk di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Secara teori, terkhususnya untuk negara Indonesia, tujuan

pemilihan umum dapat dibagi menjadi tiga macam:^^

1. Memungkinkan-'terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan

tertib

Di negara demokrasi siklus pergantian pemerintahan ini

dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan pemilihan umum. Suatu

keadaan yang wajar jika selalu teijadi pergantian kepemerintahan setiap

periode tertentu dengan cara memberikan batasan-batasan dalam

37 Suharizal, Pemilukada Regulasi, Dimmika dan Konsep Mendalang, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2011, hal.9.

® Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti 1988
hal.330.
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kekuasaan. Semata-mata agar tidak terciptanya negara diktator seperti

layaknya yang diperlihatkan pada zaman pemerintahan orde baru.

Dengan begitu peralihan kekuasaan ini dimaksudkan agar dilakukan

pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta partai pemilihan

umum yang juga berali para peserta mempunyai peluang yang sama

untuk memenangkan program-programnya pada pesta demokrasi.^^

Memungkinkan teijadinya pergantian pemerintahan ini tidak

mutlak setiap dilaksanakan pemilihan umum harus adanya pergantian

pemerintahan. Karena sewaktu-waktu kekuasaan pemerintah atau

presiden dapat terjadi lebih dari satu kali masa jabatan. Namun yang

ditekankan dalam ha] ini adalah pemilihan umum harus memberikan

kesempatan yang sama untuk menang bagi setiap peserta pemilu."*®

2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyal

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara implisit

memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat. Setiap warga negara

memiliki hak yang harus dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya

oleh negara. Sehingga sudah sewajamya rakyat berhak untuk

menentukan arah dan cita-cita negara yang diinginkan semata-mata

untuk mencapai suatu kesejahteraan atau welfarestaat.

3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara

Setiap manusia sejak lahir telah memiliki hak, dan sebagai

warga negara maka salah satu haknya dalam berpolitik adalah memilih

dan dipillh. Memilih wakilnya yang pantas dan layak untuk mengatui

Abdul Bari Azed, Op. cii, hal.7.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.cil. ha1.33I.
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jalaimya roda pemerintahan ataupun di badan perwakilan rakyat. Juga

terbuka bagi dirinya untuk berkarya dengan mempromosikan diri lewat

karya, program-program, dan sebagainya guna untuk memperoleh

simpatik masyarakat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan

dengan maksud agar dapat terpilih pada salah satu organ kekuasaan

tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjamin siklus pergantian kekuasaan

dilakukan secara teratur, sehingga demokrasi dapat terjamin dan

pemerintah sungguh-sungguh akan mengabdi kepada kepentingan

seluruh rakyat sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan

dengan sebaik-baiknya.

c. Sistem pemilihan umum

Pemilihan umum pada hakekatnya merupakan bentuk pelaksanaan

kedaulatan rakyat dengan jalan representatif kepada wakil-wakilnya yang

akan duduk di badan pemerintahan maupun utusan wakil rakyat di

parlemen. Sehingga untuk melaksanakannya diperlukan berbagai bentuk

sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dapat menjadi pedoman bagi

negara-negara demokrasi.

Umumnya anggota-anggota partai politik duduk di lembaga

perwakilan melalui pemilihan umum, tetapi ada kelompok fiingsional

dalam masyarakat yang dibutuhkan di lembaga perwakilan. Sehingga cara

pengangkatannya atau penunjuk dilakukan oleh organisasi

ftmgsionalnya.''^

■" JimlyAsshiddiqie,Op.c//, hal.171.
Abu Daud Busroh, pp.crt,hal.l57.
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Berdasarkan hal tersebut maka sistem pemilihan umum dapat

dibedakan menjadi dua macam:

1. Melalui sistem pemilihan organis

Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah

mdividu-individu yang hidup bersama dalam • berbagai macam

persekutuan atau kelompok. Berdasarkan pandangan ini persekutuan-

persekutuan hidup itulah yang diutamakannya sebagai pengendali hak

pilih, atau dengan perkataan lain sebagai pengendali hak untuk

mengutus wakil-wakii kepada perwakilan masyarakat.''^

Rakyat ditempatkan sebagai sejumlah kelompok individu atau

rakyat dibagi ke dalam organ-organ kelompok individu. Kelompok ini

didasarkan misalnya genealogis, lapisan sosial, organisasi

kelembagaan, dan sebagainya. Dengan demikian pada sistem organis

hak suara terletak pada kelompok.^^ Sehingga keberadaan parlai

pohtikpun tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan

diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam

lingkungannya sendiri

2. Melalui sistem pemilihan mekanis

Dalam sistem ini menitik beratkan kepada rakyat yang terdiri

atas Individu bukan persekutuan atau kelompok. Sehingga perwakilan

rakyat yang diiakukan adaiah untuk kepentingan seiuruh lapisan

masyarakat tanpa hams adanya tekanan atau tuntutan keinginan dari

kelompok-kelompok tertenlu seperti halnya pada sistem organis.

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, C»o.«/.hal.335
Abdul Ban Azed,C»p.c//,haI.8.
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Rakyat dianggap sebagai individu-individu yang berdiri sendiri dan

rakyat yang memenuhi syarat bertindak sebagai pengendali hak pllih,

dimana setiap satu orang mempunyai satu siiara.''^ Sistem ini biasanya

dilaksanakan dengan dua sistem yaitu sistem pemilihan umum yang

proporsional dan sistem pemilihan umum yang distrik.

a. Sistem distrik

Dikatakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi ke

dalam distrik-distrik pemillihan atau daerah pemilihan yang

jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan penvakilan rakyat

yang dikehendaki. Jumlah kursi di parlemen yang disesuaikan

dengan jumlah wilayah distrik menghasilkan wakil yang terpilih

hanya satu orang yaitu calon yang mempunyai suara terbanyak

dalam pemilihan di distrik bersangkutan atau dikenal dengan

nama Single member constituency.

b. Sistim pemilihan proporsional

Sistem penvakilan proporsional ini adalah sistim dimana

persentase kursi di badan^-perwakilan rakyat yang dibagikan

kepada tiap-tiap partal politik, disesuaikan dengan persentase

Jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.'" Kalau

wilayah negara yang luas, wilayah dibagi atas daerah-daerah

pemilihan, dan kursi yang diperebutkan di parlemen pusat

dibagikan kepada daerah-daerah pemilihan sesuai dengan

komposisi atau jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan

" Abu Daud Busroh, C'/j.ciV,hal.l58.
Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op. cit hal 335
" Ibid, hal.338.
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tersebut. Misalnya, tiap wakil harus didukung dengan 400.000

penduduk yang mempunyai 4.000.000 yang dijatahkan 10 kursi

untuk diperebutkan oleh partai-partai organisasi peserta pemilihan

umiim di daerah pemilihan tersebut.''^

" Abu Daud Busroh, Op.cU,\a\.\59.
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BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rekrutmen Polifik Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi

Partai Politik Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tcntang

Partai Politik Di Kota Payakumbuh.

Ketentuan peraturan mengenai proses rekrutmen politik sebagai vvujud

pelaksanaan fungsi partai dipeijelas lewat pasal 29 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi:

Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia
untuk menjadi:
a. anggota Partai Politik;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa dalam hal pencalonan anggota legislatif dilaksanakan secara

demokratis lewat seleksi kaderisasi dengan mempertimbangkan keterwakilan

perempuan sebanyak 30%, sedangkan dalam pencalonan di bidang eksekutif

dilakukan secara demokratis dan terbuka. Pelaksanaannya diberikan

sepenuhnya kepada parpol untuk memenuhi komposisi masing-masing

penempatan dalam rekrumen tersebut lewat berbagai peraturan yang ada di

tubuh partai seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta

peraturan-peraturan internal lainnya yang berhubungan dengan proses

rekrutmen dan dilakukan lewat keputusan partai politik.
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Juga tidak terlepas dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilihan (Jmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 52 yang

berbunyi:

(1) Partal Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar,
anggaran rumah tangga, dan/ataii peraturan internal Partai Politik
Peserta Pemilu.

Peranan parpol sangat dominan dalam keberlangsungan proses demokrasi

baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun tetap adanya peluang

terhadap keberadaan calon perseorangan atau independent yang bukan

mempakan anggota partai politik untuk ikut serta dalam proses demokrasi

tersebut. Dalam skala daerah, proses demokrasi yang dapat dilaksanakan

adalah dalam rangka pelaksanaan pemilu anggota legislatif untuk DPRD baik

tingkat provinsi atau kota/kabupaten dan pemilu kepala daerah setingkat

gubemur dan wallkota/bupati.

Partai politik dalam merekrut anggota tidak boleh bersifat diskriminatif

karena Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas menyebutkan bahwa setiap

orang berhak memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat serta memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan. Sehingga setiap warga negara Indonesia berhak untuk ikut

serta menjadi anggota partai politik dan keikutsertaan ini sifatnya terbuka

sepanjang menyetujui AD dan ART partai.
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Dalam hal pencalonan anggota legislatif, partai politik baik di tingkat

nasional maupun daerah mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang

persyaratan bakal calon anggota legislatif, yakni anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu dipenuhi oleh

parpol. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam pasal 51 ayat (I) Undang-

Undang Pemilu anggota legislatif yang berbunyi:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
adalah Warga Negara Indonesia dan hams memenuhi persyaratan:

a. telah bemmur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyali, sekolah menengah kejuman, madrasah aliyah kejuruan, atau
pendidikan lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945;

g. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;

h. sehat Jasmani dan rohani;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekega penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, waki! kepala daerah,
pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan k^awan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

1. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau
tidak melakukan pekeijaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungM dengan keuangan negara serta pekeijaan lain yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang,
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dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sesiiai dengan ketentuan peraturan perundane-
undangan;

m bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
laiMya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta
badan lam yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemiiu;
0. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Sedangkan pencalonan kepala daerah ada dua pelaku pencalonan menjadi

peserta pemilihan kepala daerah yaitu dari partai politik dan dari calon

perseorangan. Hal ini dipertegas dengan keberadaan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam Pasal 59 ayat (I) yang

berbunyi:

pSk^ diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
Selanjutnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pasal 58

Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut yang berbunyi:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pwcasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar

KeS Tahun 1945, cita-clta Proklamasi
Negara KesatuanKepublik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas
dan/atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon
gubemur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua

^I^ota^ bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
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e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim dokter;

1. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tmdak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
i. rnenyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
J. tidak sedang memiliki tanggungan utahg secara perseorangan dan/atau

secara^ badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

1. dihapus;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum

mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
n. rnenyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain

nwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau
istn;

0. belum peniah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala
daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabalan yang sama;

p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan
q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau

wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Lebih lanjut ketentuan mengenai persyaratan pencalonan peserta pemilu

kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraiuran Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu

pada pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi:

(4) Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis
dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai
pohtik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

(5) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik
atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan
tanggapan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat dengan aturan intemal partai

pohtik lewat AD dan ART yang sifatnya hams dilakukan secara demokratis
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dan transparan baik untuk dijadikan sebagai anggota parpol, dicalonkan

menjadi anggota legislaiit serta dicalonkan menjadi kepala daerah dan wakil

kepala daerah.

Untuk di daerah sendiri, khususnya daerah Payakumbuh sebagai objek

penelitian penulis, sesuai dengan sampel penelitian yang mencakup tiga partai

politik yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat

Nasional akan dijabarkan berbagai peraturan internal partai yang meliputi

fungsi rekrumen politik ini.

a. Partai demokrat

Partai demokrat berideoiogi nasionalis-religius yaitu kerja keras untuk

kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan

aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai

tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.'^^ Pada dasamya,

untuk menjadi anggota partai demokrat sifatnya tidak diskriminasi karena

setiap orang berhak untuk ikut serta. Hal ini terlihat dari bunyi pasal 11 ayat

(1) Anggaran Dasar Partai Demokrat yaitu:

Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi- syarat dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat
diterima menjadi anggota Partai Demokrat.

Persyaratan menjadi anggota partai demokrat lebih lanjut diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pada pasal 1 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi Anggota yang dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran
Dasar adalah sebagai berikut:
a. setiap warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dan (2) dari Anggaran Dasar yang ingin menjadi anggota partai,
menyampaikan permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan
Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang;

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pasal 3.
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b. bersedia mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh partai;
c. tidak merangkap sebagai anggota dari partai politik lainnya;
d. melakukan pendattaran keanggotaan dengan mengisi tbrmulir yang

telah disediakan;
e. sesudah pendaftaran tersebut pada ayat (1) huruf d kepada pemohon

diberikan status Anggota dan berhak menerima Kartu Tanda
Anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Devvan Pimpinan
Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.

Acuan partai di daerah dalam melaksanakan proses rekrumen untuk calon

legislatif di DPRD dengan melihat kepada hasil keputusan terbaru dari

pimpinan yang berada di Dewan Perwakiian Pusat Pailai Demokrat. Yang

mana keputusan tersebut berisikan ketentuan, persyaratan dan penjabaran

yang lebih teknis dari peraturan pemndang-undangan yang disesuaikan

dengan perkembangan politik di daerah. Sedangkan dalam tataran eksekutif

biasanya berdasarkan kepada hasil dari rapal kerja daerah untuk mang

lingkup daerah.^"

Untuk pencalonan anggota legislatif terdapat beberapa indikator yang

menjadi kriteria pencalonan bakal calon pada daerah pemilihan (Dapil) di

setiap tingkatan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

(juklak-juknis) mekanisme penjaringan bakal calon legislatif (DPR RI

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) partai demokrat, yaitu

1. Posisi struktural di partai
2. Sejarahpeijuangandanjasa di partai.
3. Sejarah pelatihan di partai.
4. Tingkat pendidikan.
5. Hubungan sosial dan kultural.
6. Ketokohan.

7. Keaktifan dalam kegiatan partai dan kemasyarakatan.
8. Integritas pribadi.
9. Kemampuan operasional.

Wawancara dengan M. Nur Huda SH, wakil sekretaris demokrat, senin 14 Januari 2013
di kantor DPC Demokrat Payakumbuh

' Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) mekanisme penjaringan bakal
calon legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) Partai Demokrat
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Sedangkan sumber atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai bakal

calon untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah:"

1. Seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2009-2014 sesuai
dengan Kabupaten/Kota dan daerah pemilihannya masing-masing.

2. Pengi^s Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sesuai dengan
kapasitas, kapabalitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di
masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih /ditentukan.

3. Kader partai demokrat dari daerah sesuai dengan kapasitas,
kapabalitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari
daerah pemilihan yang akan dipilih /ditentukan.

4. Kader-kader organisasi sayap partai demokrat sesuai dengan
kapasitas, kapabalitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di
masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih /ditentukan.

5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, tokoh
pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, pengusaha, mantan birokrat
sipil atau TNI/PoIri yang sejalan dengan visi, misi dan garis
peijuangan Partai Demokrat.

6. Rekrutmen dengan cara point 1-5 di atas memperhatikan keterwakilan
perempuan minimal 30%.

Untuk landasan partai mengenai pencalonan kepala daerali dilihat dari

Anggai-an Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai tertuang dalam pasal 16

ayat (5) huruf d yang menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk:

Menetapkan calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon
wakil walikota atas usul Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan
Pimpinan Daerah.

Dalam pasal 40 Anggaran Dasar juga disebutkan majelis Partai tingkat

daerah atau provinsi berwenang memberikan saran dan pendapat kepada

Dewan Pimpinan Daerah terkait dengan calon bupati/walikota dan wakil

bupati/walikota sebelum direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan pertimbangan dari majelis partai

daerah menyampaikan usulan calon bupati, calon wakil bupati, calon

52
Ibid
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walikota, dan calon wakil walikota kepada Dewan Pimpinan Pusat yang

diajukan Dewan Pimpinan Cabang.'"'

b. Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera ataii PKS dalam merumuskan peraturan

mengenai proses rekrutmen untuk menjadi anggota partai tidak terlalu

spesifik. Artinya, AD dan ART partai PKS hanya mengatur formalitas dari

prosedur perekrutan kader saja. Untuk menjadi anggota partai yang

berasaskan Islam mi tidak jauh berbeda dengan partai lain, masih berslfat

terbuka, hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 8 Anggaran Dasar Partai

Keadilan Sejahtera yang berbunyi ;

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai
dengan peraturan perundang-iindangan Republik Indonesia yang berlaku.

Sedangkan kader yang akan di tempatkan untuk menjadi delegasi partai

di legislatif dan eksekutif diatur dalam Anggaran Rumah Tangga partai yakni

pasal 44 huruf e dan f yang mana bunyinya sebagai berikut:^''

Huruf e : mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan
Pengurus Wilayah atas hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tinskat
Daerah.

Huruf f: bersama Dewan Pimpinan Tingkat Daerah mengusulkan nama
pasangan calon kepala daerah kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus
Wilayah.

Untuk lebih speslfiknya mengenai rekrutmen menjadi calon legislatif dan

calon kepala daerah, PKS membentuk panduan yang sifatnya teknis. Dalam

panduan penjaringan dan penetapan calon anggota DPRRI dan DPRD dari

^ Anggaran Dasar Partai DemokratpasaUl ayat (5) hunjfe
Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera pasal 44
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PKS Tahun 2014 yang menyebutkan kriteria umum dan khusus Bakal Calon

Anggota Dewan atau Calon Anggota Dewan adalah:"

Pasal 12 kriteria umum BCAD/CAD adalah:

1. Kriteria BCAD/CAD sesuai dengan:
a. Perundangan dan peraturan yang berlaku
b. Peraturan dan kebijakan partai

2. Memiliki fisik yang sehat dan mental yang matang
3. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi publik yang

cukup dan telah mengikuti pelatihan atau pemblnaan kepemimpinan
dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh partai

4. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu ketatanegaraan
Indonesia, khususnya tentang fungsi-fungsi lembaga-lembat^a
legislatif. °

5. Mempunyai pemahaman tentang peranan dan tahapan perjuangan
politik dalam dakwah

6. Sekurang-kurangnya memiliki penguasaan terhadap satu bidang ilmu,
khususnya yang diperiukan di lembaga legislatif.

7. Memiliki karakter atau kecenderungan sebagai politisi diantaranya:
a. Minat dengan kegiatan-kegiatan publik
b. Melakukan lobi-lobi dan negosiasi
c. Berinteraksi dengan media
d. Mampu mempengaruhi orang lain
e. Berani mengambll resiko
f. Mampu berkomunikasi dan beragumentasi
g. Menjaiin net working
h. Siap meningkatkan kemampuan diri
i. Memiliki loyalitas politik tunggal terhadap partai

Pasal 13 kriteria khusus BCAD/CAD adalah:

1. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupateny^ota
minimal berpendidikan SMA atau Sederajat

2. Dikenal sebagai tokoh dan/atau orang yang cukup berpengaruh di
masyarakat

3. Memiliki kemampuan finansial untuk membiayi diri dan partai
menuju tiga besar dalam Pemilu

4. Memiliki keluarga yang kokoh yang siap mendukung peijuangannya

Sedangkan syarat Bakal Calon Anggota Dewan lebih lanjut diatur dalam

petunjuk teknis atau juknis penjaringan kandidat bakal calon anggota dewan

2014.

Panduan penjaringan dan penetapan calon anggota DPRRI dan DPRD dari PKS Tahun
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oleh panitia daerah Partai Keadilan Sejahtera, adapun syarat-syarat tersebut

adaiah

1. Kriteria BCAD hams sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

2. Pria dan wanita yang beragama Islam serta beraqidah dan berakhlak
yang baik

3. Berkomitmen terhadap misi dan visi partai
4. Tidak sedang terkait kasus hukum
5. Tidak mempunyai rekam jejak dan citra yang bumk
6. Tidak sedang terkena sanksi Partai tingkat menengah dan berat
7. Memiliki fisik yang sehat dan mental yang matang'(tidak cacat fisik

dan mental yang menghalangi tugas dan fungsinya sebagai Anggota
Dewan dan tidak menderita sakit yang kronis).

8. Sekurang-kurangnya memiliki penguasaan terhadap satu bidang ilmu,
khususnya yang diperlukan di lembaga legislatif.

9. Memiliki karakter atau kecenderungan sebagai politisi di antaranya
minat dengan kegiatan-kegiatan publik, melakukan lobi-lobi,
berinteraksi dengan media, mampu mempengaruhi orang lain, berani
mengambil resiko, mampu berkomunikasi dan beragumentasi,
menjalin net working dan siap meningkatkan kemampuan diri

10. Mempunyai latar belakang sebagai aktivis dakwah atau kampus atau
organisasi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku.

11. Mempunyai pemahaman tentang peranan poHtik dalam dakwah dan
tujiian dalam menegakkan nilai-nilai Islam.

12. Pengurus inti partai dan anggota dewan di tingkat
pusat/propinsi/kabupaten/kota sebagai berikut tidak dapat menjadi
BCAD namun dapat dipertimbangkan oleh Musyawarah partai untuk
mengikuti survei kepatutan dan kelayakan CAD.

13. BCAD DPR RI sekurang-kurangnya berpendidikan D3 atau sederajat
14. BCAD DPRD propinsi/kabupaten/kota sekurang-kurangnya

berpendidikan SMA atau sederajat.
15. Dikenal cukup berpengaruh di masyarakat atau dikenal sebagai tokoh

masyarakat
16. Potensi yang dimilikinya dapat memperlancar kemenangan di pemilu
17. Dapat berasal dari anggota inti, anggota pendukung, atau simpatisan

partai
18. Bersedia untuk melakukan akad dakwah dan politik dengan partai.

Untuk ketentuan tertuHs mengenai mekanisme prosedur penjaringan

sampai kepada penetapan calon anggota dewan yang tertuang dalam

" Petunjuk Teknis penjaringan kandidat bakal calon anggota dewan oleh panitia daerah.
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panduan penjaringan dan penetapan calon anggota DPRRI dan DPRD dari

PKS Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut

Pasal 16 penjaringan BCAD/CAD dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Proses penjaringan dilakukan oleh LPPK dan panitia yang
dibentuk oleh LPPK

2. Penjaringan diawali dengan mensosialisasikan persyaratan BCAD
kepada anggota inti partai

3." Panitia melakukan penjaringan nama-nama BCAD di unit-unit
pembinaan kader dan menambahkan usulan nama dari struktur
partai yang kemudian ditetapkan beberapa nama untuk inenjadi
BCAD yang selanjutnya diserahkan ke LPPK

4. BCAD bekeija di daerah pemilihannya yang dikemudian dipilih
menjadi CAD melalui penyaringan yang dilakukan oleh LPPK

5. BCAD maksimal 2 kali dari jumlah kursi yang tersedia
berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan pada setiap daerah
pemilihan.

Pasal 17 penetapan BCAD/CAD dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Proses penetapan menjadi BCAD dan CAD dilakukan oleh LPPK
2. Nama-nama BCAD dari hasil penjaringan ditetapkan berdasarkan

usulan yang diajukan oleh LPPK.
3. Bagi BCAD dan CAD yang saat ini sebagai anggota dewan tidak

harus ditunjuk sesuai dengan daerah pemilihannya.
4. Pengurus inti partai, anggota DPR RI, DPRD

Propinsi/Kabupaten/Kota dapat menjadi BCAD yang diikutkan ke
dalam penyaringan LPPK.

5. Penetapan nama-nama BCAD menjadi CAD dilakukan setelah
LPPK melakukan evaluasi atas interaksi BCAD tersebut dengan
konstituen dan Partai di daerah pemilihannya.

6. Nama-nama CAD ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil
penyaringan LPPK.

7. Penetapan nama BCAD, CAD, nomor urut dan daerah pemilihan
dilakukan oleh partai.

Pasal 18 penetapan final calon anggota dewan:

1. Untuk DPR RI oleh DPTP, setelah mendapatkan pengajuan nama,
nomor urut dan daerah pemilihan dari LPPK atau pertimbangan
tertentu dari DPTP, penetapan DPTP ditindaklanjuti dengan Surat
Keputusan DPP,

2014.

" Panduan penjaringan dan penetapan calon anggota DPRRI dan DPRD dari PKS Tahun
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2. Untuk DPRD Propinsi oleh DPP setelah mendapatkan pengajuan
nama, nomor unit dan daerah pemilihan dari LPPK yang
sebelumnya sudah dibahas oleh DPTW. Penetapan DPP
ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan DPW.

3. Untuk DPRD Kota/Kapubaten oieh DPP, setelah mendapatkan
pengajuan nama, nomor umt dan daerah pemilihan dari DPW dan
DPD melalui LPPK. Penetapan DPP berupa rekomendasi kepada
DPW untuk ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan DPD.

Pasal 19

1. Penetapan final CAD dengan mempertimbangkan kompetensi
dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam lembaga legislatif.

2. Hasil penyaringan LPPK maksimal 150% dari jumlah kursi yang
ditetapkan pada setiap daerah pemiliha untuk ditetapkan sebacai
CAD. ^

3. Pengusulan CAD basil penetapan Partai ke KPU maksimal 100%
dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

Dalam pemilihan langsung kepala daerah untuk tingkat provinsi,

kabupaten alau kota, partai PKS membentuk persyaratan khusus calon kepala

daerah atau wakil kepala daerah yang dituangkan dalam Pedoman pemilihan

langsung kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota. Adapun persyaratan

tersebut adalah:^®

Persyaratan calon kepala/wakil kepala daerah

Pasal 2 syarat khusus

1. Memiliki akhlak mulia dalam hubungannya dengan liablumminallah
dan hablumminanas.

2. Tidak sedang terkena sanksi kepartaian selama 3 tahun lerakhir
3. Pengalaman organisasi/kerja: memiliki kriteria minimal salah satunya

dari hal ini

a. Pemah menjabat sebagai pimpinan Partai di tingkat minimal DPD.
b. Pemah menjabat sebagai pimpinan di Organisasi Pelajar/

Mahasiswa/ LSM/ Ormas.
c. Pemah memiliki pengalaman keqa/jabatan karir yang relevan

dengan jabatan kepemimpinan daerah, misalnya kerja di birokrasi
dan legislatif

4. Memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat
5. Dikenal dan aktif dalam berbagai kegiatan kedaerahan dan

masyarakat.

Pedoman pemilihan langsung kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota Partai PKS
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6. Kesehatan: kondisi baik yang memungkinkan bekerja secara optimal (
dibuktikan dengan general check up )

I. Dukungan rumah tangga: rukun dan kondusif baginya untuk
menjalankan tugas secara optimal dan memiliki qowam di rumah
tangganya

8. Citra diri dilingkungan masyarakat: dikenal baik dan diakui figur
kepemimpinannya.

9. Dukungan masa: memiliki basis dukungan yang memadai dan
rekomendasi dari berbagai eiemen masyarakat untuk memenangkan
Pilkada.

10. Dukungan dana: memiliki ketersediaan dana yang memadai untuk
kampanye selama Pilkada berlangsung

II. Dukungan polilik: memiliki dukungan salah satu parpol, dan atau
memiliki basis masa yang memungkinkannya untuk memenangkan
pilkada.

12. Memiliki kemampuan/aat/e/'jA/p
13. Diselujui oleh Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) PKS.

Pasal 3 syarat tambahan:

1. Calon eksteraal adalah bukan kader dan bersedia menandatangani
kontrak politik

2. Calon internal adalah kader.

Adapun yang menjadi dasar penilaian TOM untuk menjaring dan

inenetapkan calon kepala/ wakil kepala daerah adalah

Pasal 2 Dasar penilaian TOM
1. Peroleha suara pemilu legislatif
2. Jumlah kader dan simpatisan
3. Kelengkapan struktur partai
4. Jumlah tokoh masyarakat sebagai Vote Getters
5. Popularitas tokoh yang akan diajukan
6. Kekuatan sumber dana

7. Kemampuan menjalin koalisi lintas partai
8. Ada tidaknya akses ke media masa
9. Sikap masyarakat terhadap perubahan
10. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap tokoh Islam dan

masyarakat Islami
11. Sikap dan persepsi birokrat terhadap perubahan
12. Sikap dan masyarakat terhadap politik uang

59
Ibid
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c. Partai Amanat Nasional

Dalam Anggaran Dasar partai sendiri disebutkan bahwa penempatan

kader untuk dijadikan di kepengurusan, di lembaga legislatif maupun

dilembaga eksekutif adalah sebagal berikut:^"

1. Penempatan kader dikepengurusan untuk setiap jenjang
kepemimpinan partai harus memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30%.

2. Penempatan kader dijabatan legislatif oleh PAN, dilakukan secara
objektif, transparan dan diputuskan melalui rapat pleno partai, dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan. Kader PAN yang menjadi
anggota legislatif terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak
dalam setiap tingkatan berdasarkan perundangan yang berlaku.

3. Penempatan kader di lembaga eksekutif dilakukan secara obyektif,
transpai-an dan diputuskan melalui rapat partai.

Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga partai juga mempeijelas

tentang penempatan kader tersebut. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan yang

mengatur sebagai berikut:^'

Pasal 67 : penempatan kader di kepengurusan

(1) Penempatan kader di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
ditetapkan oleh ketua umum, ketua MPP, dan anggota formatur
hasil kongres.

(2) Penempatan kader di kepengurusan untuk jenjang Dewan Pimpina
Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang,
Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Koordinator Perwakilan
Luar Negeri ditetapkan oleh Ketua terpilih, Ketua MPP terpilih
bersama formatur hasil permusyawaratan.

Pasal 68 : penempatan kader di lembaga legislatif

(1) Masa jabatan anggota legislatif dari PAN sebanyak dua periode
berturut-turut pada setiap tingkatan kecuali karena kebutuhan
partai dapat ditambah sebanyak-banyaknya satu periode.

(2) Bagi kader PAN yang pemah menjadi anggota legislatif mewakili
PAN dan terbukti tid^ melaksanakan kewajiban kontribusi atas
laporan Bendahara serta aturan lain yang ditentuka oleh partai

" Anggaran Dasar PAN pasal 27, pasal 28 dan pasal 29
" Anggaran Rumah Tangga PAN pasal 67 dan pasal 68
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tidak diperkenankan lagi menjadi calon anggota legislatif PAN
pada periode berikutnya jika terbukti melakukan tindak pidana
yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap

Untuk peraturan lebih teknis mengenai persyaratan caleg yang lebih

khusus, PAN membentuk pedoman organisasi tentang pencalegan dini untuk

DPRD Kabupaten/Kota yaitu

Pasal 5 persyaratan caleg yang bersifat khusus :

1. Setiap pengurus dan anggota PAN yang telah memenuhi persyaratan
peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan
kesempatan yang sama untuk menjadi Bacaieg di DPRD
Kabupaten/Kota.

2. Bacaieg tidak cacat moral dan tidak terkait dengan tindakan kriminal
dan atau sedang tidak dikenal sanksi organisasi.

3. Setiap Bacaieg DPRD Kabupaten/Kota hanya boleh mencalonkan diri
untuk satu Daerah Pemilihan (Dapii) dan tidak dibenarkan
mencalonkan diri di DPR R1 dan DPRD Provinsi.

4. Caleg PAN terdiri dari Caleg yang berasal dari kader PAN dan caleg
yang berasal dari tokoh masyarakat yang harus sejak dini terlibat aklif
dalam program pemenangan pemilu.

5. Bacaieg Kader partai harus mengikuti dan lulus Latihan Kader Amanal
Dasar (LKAD) yang merupakan jenjang perkaderan formal yang
dilakukan oleh Badan Perkaderan DPD.

6. Apabila teijadi kekurangan Jumlah bakal caleg maka DPD dapat
merekrut caleg dengan kriteria tertentu.

7. Bakal caleg harus memberikan kontribusi berupa dana dan sarana
atribut partai bagi keperluan program pemenangan pemilu, sesuai
dengan jumlah yang ditetapkan oleh partai.

8. Bacaieg harus mengikuti pembekalan Caleg dan Jurkam dalam rangka
pemenangan pemilu yang dilaksanakan oleh DPD.

9. Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota yang sudah menjabat 2
(dua) periode tidak boleh mencalonkan diri lagi. Yang dimaksud satu
periode adalah masa jabatan anggota legislatif sekurang-kurangnya tiga
tahun atau lebih.

Sumber atau orang-orang yang akan ditempatkan menjadi bacaieg diatur

lebih lanjut pada

" Pedoman organisasi tentang pencalegan dini untuk DPRD Kab/Kota Partai Amanat
Nasional

"Ibid
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Pasal 9 sumber rekrutmen bacaleg berasal dari:

1. Anggola aiau pengurus partai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Anggota (KTA).

2. Tokoh-tokoh masyarakat yang direkrut sejak dini harus mendukung
penenangan pemilu.

3. Memperhatikan keberadaan Bacaleg perempuan sarapai dengan
30% dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah.

Untuk landasan yuridis partai dalam hal penempatan kader di lembaga

eksekutif dalam hal Ini menjadi kepala/wakil kepala daerah terlihat pada

Anggaran Rumah Tangga pasal 69 yang berbunyi:

(1) Penempatan kader dan anggota di jabatan eksekutif dilakukan secara
obyektif dan transparan dengan memperhatikan hasil pertimbangan
Dewan Kehormatan, dan diputuskan melalui rapat pleno partai

(2) Kader yang ditugaskan partai dijabatan eksekutif yang dalam
peraturan perundang-undangan melarang adanya rangkap jabatan
sebagai anggota dan atau pengurus partai politik, diberhenlikan
sementara sebagai anggota dan atau pengurus berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Dengan melihat ketentuan tertulis yang dijabarkan dalam AD dan ART

Partai, pedoman organisasi dan aturan petunjuk teknis masing-masing partai

jelaslah bahwa butir-butlr pasal yang disebutkan adalah bentuk turunan dari

ketentuan Undang-Undang yang telah disebutkan pada bagian awal

pembahasan.

B. Pelaksanaan Fungsi Partai Terhadap Rekrutmen Politik Dalam

Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Di

Kota Payakumbuh

1. Partai Demokrat

Pada dasamya, rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai demokrat di

daerah kota Payakumbuh terhadap masyarakat umum yang akan mendaftar
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menjadi anggota partai agak sedikil lebih selektif. Karena adanya bentuk

penyeleksian terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh pengurus. Partai

tidak serta merta menerima begitu saja setiap orang yang akan mendaftar

demokrat, hal ini dipertegas dengan melihat pengalaman, kehidupan, dan

track record orang yang mencalonkan lerlebih dahulu, agar partai dapat

menghasilkan kader yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan partai.^''

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful anwar, selain

untuk menjadi kader pengurus partai Juga tidak terlepas dari peranan kaum

pemuda untuk berada di organisasi sayap partai. Partai Demokrat memlliki

orgamsasi sayap yang bemama Barisan Muda Demokrat dan Perempuan

Demokrat Republik Indonesia yang proses perekrutannya tidak jauh

berbeda dengan perekrutan untuk menjadi anggota partai. Peranan dari

sayap partai mi juga merupakan representasi kaum pemuda yang mana

sebagai ujung tombak partai yang tugasnya juga bertanggung jawab untuk

mensosialisasikan partai, kegiatan partai di tengah-tengah masyarakat.

Adapun hal mengenai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang

telah diatur mengenai rekrumen politik oleh partai demokrat untuk calon

legislatif adalah sebagai berikut;"

I. Mengenai kecakapan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu
Legislatii; partai dalam hal ini pengurus mencoba menjaring calon
lewat keter^pilan dan kemampuan individual dalam
berkoinunikasi, sehingga dapat dilihat sejauh mana kecakapan
dalam berbicara ataupun keterampilan-kerampilan bagi calon.
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5.

2. Pada juklak-juknis disebutkan kriteria pencalonan berdasarkan
posisi struktural di partai, hal ini dilakukan penilainnya oleh Tim
Verifikasi yang dibentuk oleh DPD tingkat Provinsi berdasarkaji
skor. Seperti halnya posisi ketua, sekretaris dan bendahara
merupakan posisi tertinggi dan diikuti dengan posisi-posisi di
bawahnya yang disesuaikan dengan sistim skoring yang digunakan.
Artinya semakin tinggi posisi seorang calon, skor yang didapal
akan semakin tinggi pula.

3. Mengenai persyaratan umur minimal 21 tahun dibuktikan dengan
KTP dan riwayat pendidikan yang harus dilegalisir yang mana
disebutkan hams minimal tamatan SMA atau sederajat. Dan
tingkat pendidikan calon dapat mempengaruhi penilaian dari tim
verifikasi.

4. Sejarah pelatihan di partai yang menjadi barometer penilaian
kriteria pencalegan di partai demokat, dapat dilihat dari kegiatan
yang dilaksanakan seperti halnya ada pelatihan kepartaian yang
disebut dengan PKKPD atau Pelatihan Kader Kepemimpinan
Partai Demokrat, yang mana diperuntukan kepada ketua, sekretaris
dan badan pemenangan pemilu, sehingga mempunyai point
tersendiri bagi tim verifikasi dalam penilainnya.
Dalam hubungan sosial dan kultural yang juga menjadi salah satu
kriteria calon, hal ini dapat dilihat dari keaktifan calon di dalam
kegiatan kemasyarakatan, misalnya calon terlibat atau pemah
menjadi ketua LPM, karang tarana, atau organisasi-organisasi
kemasyarakat lainnya. Oleh karena itu dapat menjadi nilai tambah
bagi calon terhadap penerimaan dari masyarakat atau konstituen
dan secara tidak langsung akan mendongkrak nilai ketokohan calon
tersebut.

6. Pada sisi kemampuan operasional atau lebih menitik beratkan
kepada aspek flnansial dalam pencalonan, partai menganggap ini
sifatnya tidaklah mutlak, tapi penting untuk dipertimbangkan.
/^inya, untuk berpolitik apalagi menyangkut kepada perkenalan
diri kepada masyarakat otomatis harus mengeluarkan biaya poHtik.

Berdasarkan aturan UU Pemilu legislatif yang menglntmksikan kepada

partai agar melakukan seleksi bakal calon legislatif secara demokrasi dan

transparan, untuk partai demokrat, mekanisme tersebut tertuang dalam

peraturan organisasi partai, yang penulis dapatkan berdasarkan hasil

wawancara, yaitu

" Data didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Adi Suryatama yang berlandaskan
kepada peraturan organisasi yang dikarenakan suatu hal tidak dapat dimiliki oleh penulis.
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1. Pendaftaran Caleg dilakukan sebanyak mungkin dan ditutup
pendaftaran pada 2 (dua) bulan sebelum penyerahan ke KPU
dengan kuota penerimaan caleg adalah sebanyak 140% dari jumlah
kursi yang disediakan untuk dilakukan penyusutan. Calon-calon
yang telah mendaftar diputuskan lewat rapat partai.

2. Penyusutan kuota caleg yang akan didaftarkan dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan tingkat pimpinan partai. Dewan Pimpinan
Cabang mendaflarkan nama-nama caleg yang direkomendasikan ke
Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi untuk diteruskan oleh
DPD ke Dewan Pimpinan Pusat. DPP dalam hal ini memiliki
otoritas untuk melakukan penyusutan jumlah caleg menjadi 100%
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan
rekomendasi dan pertimbang-pertimbangan dari Dewan Pimpinan
Cabang yang mengusulkan nama-nama tersebut.

3. Penetapan nama-nama caleg yang akan diserahkan kepada KPU
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 100% yang
mana calon tersebut akan berstatus menjadi calon sementara
terlebih dahulu.

Bagan I

Mekanisme pencalonan anggota legislatif partai Demokrat Cabang Kota
Payakumbuh :

Calon anggota legislatif
diterima sebanyak 140%

Dewan Pimpinan Cabang menerima dan
menyusun calon-calon yang telah mendaftar

Dewan Pimpinan

Daerah Propinsi

menerima

rekomendasi calon

dari cabang

i
DPD melanjutkan rekomendasi ke tingkat pusat sebagai laporan, untuk
diverfikasi secara nasional. Untuk dilakukan penyusutan calon menjadi 100%.

Tim Korwil, Korda dan Korcab melakukan pencitraan penggalangan
dukungan masyarakat minimal 2 (dua) kali setiap bulannya dan
memberikan laporan kepada DPP tingkat pusat.

Penetapan nama-nama caleg diserahkan kepada
KPU yang dilakukan oleh DPC

Siunber data: diolah dari peraturan organisasi partai demokrat
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Untuk pelaksanaan dari ketentuan tertulis mengenai syarat-syarat

calon kepala/wakil kepala daerah yang berasal dari aturan internal partai

demokrat tidak dimiliki oleh penulis, karena dalam hal in! adanya sifat

kerahasian pada partai yang tidak bisa diumumkan ke masyarakat luas.

Namun hal ini dapat dijadikan peraturan KPU nomor 13 tahun 2010

Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan partai demokrat cenderung

melaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan KPU

tersebut. Dapat dilihat dari beberapa contoh;

1. Ijazah pendidikan terakhir yang harus dilegalisir oleh lembaga
pendidikan yang berwenang.

2. Surat pemyataan yang dibuat oleh calon sendiri, serta surat-sural
yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
pasangan calon kepala/wakil kepala daerah yang mana format
suratnya telah dibuat oleh KPU.

Sedangkan mengenai mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala

daerah oleh partai Demokrat sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan

KPU yang memberikan otoritas sepenuhnya kepada partai untuk menjaring

bakal calon, berdasarkan hasll wawancara penulis dengan salah satu

anggota partai bapak Adi Suryatama yang mana dijelaskan sebagai

berikut:"

1. Partai sebelum membuka pendaftaran calon kepala daerah, teriebih
dahulu membentuk suatu tim yang bertugas kepada tim
penyaringan dan tim penjaringan yang disebut sebagai tim lima
yang anggotanya berasal dari kader demokrat sendiri.

2. Tim penjaringan yaitu tim yang melakukan rekrutmen calon
dengan menjaring orang-orang yang berpotensi untuk dijadikan
calon dan setelah itu baru dilakukan penyaringan oleh tim

" Wawancara dilakukan dengan Bapak Adi Suryatama yang berlandaskan kepada
peraturan organisasi partai Demokrat yang tidak bisa di umumkan ke publik aturan tertulisnya
karena menyangkut kepada kepentingan calon dan komitmen dengan partai.
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3.

4.

penyaringan. Tim penjaringan bisa berasal dari anggota tim lima
bisa tidak tergantung kondisi pada saat itu. Sedangkan tim
penyaringan harus berasal dari tim lima karena menyangkut tugas
pokok tim untuk melakukan penyaringan calon.
Tim lima ini yang bertugas untuk membuat pengumuman partai
demokrat untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah yang
sifatnya terbuka diumumkan di radio dan koran, tidak adanya
pembatasan atau diskriminasi terhadap calon, baik itu kader lama
atau kader barn maupun masyarakat umum diperbolehkan untuk
mencalonkan. Para calon melengkapi syarat administrasi yang
diperlukan, dan setelah lulus tertib administrasi, para calon
diundang oleh tim lima untuk melakukan penyeleksian selanjutnya
dengan melakukan wawancara terlebih dahulu.
Kemudian setelah didapatkan jumlah calon tim lima ini melakukan
survei internal kepada masyarakat yang dilakukan secara merata di
76 kelurahan di kota Payakumbuh dengan sampel 20 orang
perkelurahan dan didapatkanlah persentase calon yang mendaftar
yang menang secara popularitas bukan elektabilitas, meskipun
popularitas tidak sepenuhnya mendongkrak elektabilitas, namun
setidak-tidaknya dapat mendekati angka elektabilitas yang
diinginkan.
Hasil wawancara digabungkan dengan basil survei internal maka
dilakukan perangkingan siapa yang terbaik untuk dilaporkan
kepada tim 7 yang berada di wilayah provinsi dan tim 7 yang
bertanggung jawab untuk meneruskan ke DPP untuk ditelaah oleh
tim ̂ 9 di pusat. Sehingga DPP partai bisa memberikan
pertimbangan dan keputusan untuk calon yang layak diusung oleh
partai demokrat di daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
yang sebelumnya telah diberikan oleh DPC partai daerah. Dan
berdasarkan keputusan dari DPP inilah partai di daerah melakukan
penetapan dan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD.

Bagan II

Mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah Partai Demokrat Cabang Kota
Payakumbuh:

5.

Para calon yang mendaftar melengkapi persyaratan administrasi

Wawancara yang
dilakukan oleh Tim

r.ima

Tim Lima yang terdiri dari Tim penjaringan dan Penyaringan
membuka pendaftaran calon kepala/wakil kepala daerah

Selanjutnya Tim melakukan survei internal
kepada masyarakat untuk mengetahui
tingkat keterpilihan.berdasarkan elektabilitas
ataupun popularitas
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Hasil wawancara+survei inlemal dan dilakukan perangkingan untuk
selanjutnya di laporkan ke tim 7 tingkat provinsi dan dilanjutkan ke tingkat
pusat oleh tim 9 untuk di proses dan menghasilkan calon yang akan
diusung oleh DPC tingkat kota

Penetapan dilakukan oleh DPC berdasarkan
keputusan DPP kepada KPU Daerah

Sumber data : diolah dari peraturan organisasi partai demokrat

2. Partai Keadilan Sejahtera

Perekrutan yang dilakukan untuk menjadi anggola partai kepada

masyarakat lebih bersifat pendekatan secara intensif dengan inembuat

berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Misalnya, dengan mengadakan pesantren kiiat atau kegiatan dakwah

sejenisnya. Yang mana follow up dari kegiatan dengan adanya kegiatan

mtm sekah seminggu. Sehingga secara tidak langsung ketertarikan

masyarakat untuk menjadi anggota partai otomatis akan terlaksana dengan

sendirmya. Juga tidak terlepas dari lobi-Iobi politik yang lazim digunakan

setiap partai untuk memperkuat basis kader partai, sampai kepada

pelatihan yang rutin di jalankan yang dikemas ke dalam TOP atau Training

Orientasi Partai yang ditargetkan pada akhimya menjadi kader partai

PKS.*^®

h-a u DPRD Kota Payakumbuh. Ketua di
SrPayiuSh^ Payakumbuh, Senin 14 Januari 2013 di kantor DPRD
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Tidak terlepas dengan keberadaan organisasi kepemudaan atau sayap

partai yang ada di PKS. Proses perekrutannya sama dengan menjadi

anggota partai, namun disini lebih memfokuskan kepada kader-kader

muda. Organisasi sayap atau disebut dengan onderboinv yang ada seperti

Garda Keadilan yakni sebagai organisasi kepemudaan partai, dan

Kepanduan yang mana berfungsi sebagai layaknya tentara keamanan

dalam partai yang didikan dan pelatihannya hampir menyerupai pelatihan

Adapun bentuk pelaksanaan dari peraturan tertulis mengenai

persyaratan calon anggota legislatif PKS yang didapali oleh penulis

berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparman adalah sebagai berikut:

1. Kriteria yang hams dipenuhi seperti kepemimpinan dan
komunikasi publik sena mengikuti pelatihan-pelatihan dilakukan
setelah resmi menjadi Calon Anggota Dewan.

2. Dengan melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman
organisasi dapat menjadikan barometer pengetahuan calon di
bidang legislatif atau ketatanegaraan.

3. Memiliki loyalitas politik tunggal terhadap calon dapat dilihat dari
peijalanan perpolitikan calon semenjak bergabung dengan partai.
Tidak berpindah partai dan memberikan kontribusi ke partai.
Dengan adanya kriteria calon ini, menghasilkan sistim kaderisasi
yang ketat dalam partai, sehingga orang akan berfikir dua kali
untuk mencaleg di PKS temtama kader-kader yang sering pindah
partai.

4. Memiliki kemampuan finansial yang dalam pelaksanaannya
bersifat relatif. Besaran angka tidak disebutkan, karena partai lebih
mengkedepankan aspek kesiapan calon secara personal guna
tercapainya target menuju tiga besar dalam pemilu.

5. Dalam hal pria dan wanita yang disebutkan beragama Islam, dalam
pelaksanaannya bersifat kondisional, artinya di daerah-daerah
tertentu yang mayoritas penduduknya beragama non Islam,
sehingga aturan ini tidak mutlak berlaku dengan dibuatnya
kebijakan khusus yang menyangkut aspek ini.

6. Pengalaman sebagai aktifis dakwah atau kampus atau organisasi
lairmya dijadikan tolak ukur partai menilai dan mempertimbangkan

69
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keberadaan calon sehingga patut untuk dipertimbangkan. Karena
ini menyangkut kemataiigan tokoh calon.

7. Kesediaan untuk melakukan akad dakwah salah satu syarat yang
harus dipenuhi oleh calon. Dalam akad ini ada beberapa perjanjian
yang dibuat antara partai dengan calon. Di antaranya isi akad
tersebut adalah setelah terpilih menjadi anggota dewan setelah
pemilu wajib mematuhi peraturan yang ada di partai, dan termasuk
permasalahan finansial, yang mana calon wajib menyetor uang dari
hasil gajinya ke partai (yangjuga berlaku pada semua partai) yang
biasanya besaran jumlahnya struktur yang berhak menentukan
bahkan bisa sampai 50% dari hasil gajinya.

Berdasarkan panduan penjaringan dan penetapan calon legislatif Partai

PKS Tahun 2014, mekaiiisme pencalonan anggota legislatif dapat dilihat dari

bagan di bawah ini:

Bagan III

Mekanisme pencalonan anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera

September 2012

Penetapan BCAD

DPR RI (DPT?)

Penjaringan

usulan kandidat

(struktur

Penetapan BCAD

DPRD Prop (DPP)

Penjaringan

usulan kandidat

(struktur pusat)

Penetapan BCAD DPRD

Kab-Kota (DPP)

Penjaringan

usulan

kandidat

(unit)

Konfirmasi kandidat

BCAD DPR RI

(DPP/WILDA)

kandidat BCAD

DPRD Provinsi

(WILDA/DPW)

Sinkronisasi data

usulan kandidat untuk

proses penyaringan

Penjaringan

usulan

kandidat

(struktur

daerah)

Kader inti, kader pendukung,
tokoh masyarakat, tokoh

kandidat BCAD DPRD

Kab-Kota

(DPW/WILDA/DPD)

Anggota dewan, struktur, tokoh

masyarakat, AD partai lain,

profesional, fung underbow partai
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Pembinaan, pendidikan dan

pelatihan, sosialisasi, LPPK

• •

Pengumuman BCAD dan akad

perjanjian (Struktur dan BCAD)

4  1

Akhir oktober

2012

Verifikasi data

pemantauan BCAD

& antisipasi UU

politik baru (slruktur

& LPPK)

Evaluasi, survei

kepatutan &

kelayakan BCAD

menjadi CAD

(struktur & LPPK)

Penetapan CAD

(DPTD. DPP, DPW)

Nov2012- mar 2013

april 2013

Sumber data : diolah dari panduan penjaringan dan. penetapan calon

legislatif Partai PKS Tahun 2014,

Dalam hal proses perekrutan untuk menjadi kepala daerah pada

umumnya sama dengan partai lain, selain dengan memanfaatkan potensi

yang ada dalam diri kader juga tidak terlepas kemungkinan partai akan

mencari figur luar non partai yang dianggap memiliki pengaruh dan bisa

menampung aspirasi partai dan masyarakat secara linear. Artinya, jika

kader internal partai belum memungkinkan dan tidak memiliki peluang

untuk memenangkan suara, maka partai akan mengusung kader esktemal

meskipun itu tokoh yang bukan berasai dari partai politik.

Untuk pemilihan gubemur/Wakii Gubemur oleh Tim Optimalisasi

Musyarokah Propinsi (TOM Provinsi) di bawah koordinasi Wilda DPP

yang kemudian disetujui oleh pleno DPP. Sedangkan pemilihan

Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati oleh Tim Optimalisasi
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Musyarokah Daerah (TOM Daerah) di bawah koordinasi DPW kemudian

disetujui oleh pleno Wilda DPP.

Sedangkan pelaksanaan dari ketentuan tertulis tentang pencalonan

kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan internal partai yang

dilakukan oleh partai PKS di daerah khususnya di Payakumbuh

berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Suparman

selaku ketua DPD partai PKS kota Payakumbuh;"

1. Pemah menjabat sebagai pimpinan partai minimal ditingkat DPD
dalam pelaksanaannya untuk calon yang berasal dari kader itu
selalu dilakukan. Lain halnya pengusungan calon non kader, dapat
dilihat dari pemah memimpin organisasi atau pengalaman keqa
yang relevan dengan jabatan kepemimpinan.

2. Memiliki kedudukan terhormat dengan artian tidak adanya terdapat
stigma yang buruk dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Sehingga pada pencalonan tidak ada penolakan dari masyarakat
sebagai konstituen.

3. Calon harus memiliki qowam atau jiwa kepemimpinan yang
dibuktikan dari kerukiinan rumah tangga dari calon itu sendiri.

4. Harus mendapatkan dukungan masa terhadap calon dengan jalan
melakukan survei kepada masyarakat. Sehingga dapat dibuktikan
tingkat keterpilihannya dan ketokohan yang nyata.

5. Mendapatkan dukungan politik yang dalam praktiknya untuk
mencalonkan diri menjadi kepala/wakil kepala daerah, partai
terlebih dahulu harus memiliki jumlah kursi^l5% di leglslatif.

6. Dukungan dana dalam pelaksanannya tidak terlalu dipaksakan atau
dibebani kepada calon. Karena hal ini menyangkut kepada
pemenangan pemilu maka bisa saja pendanannya dilakukan secara
bersama tergantung keadaan finansial calon yang bersangkutan.

Mengenai mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah yang

dilakukan partai PKS dapat dilihat dari ketentuan pada pedoman pemilihan

langsung kepala daerah propinsi, kabbupaten dan kota partai PKS yang

berbunyi:

70Pedoman pemilihan langsung kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota Partai PKS
' Wawancara dengan Suparman, Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh,Senin 10 Desember

2012 di Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh.
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Pasal 4 Komposisi calon kepemimpinan daerah

1. Caion fraksi sendiri diupayakan agar calon
gubemur/walikota/bupati berasal dari kader dengan
mempertimbangkan kemungkinan menangnya dalam pilkada

2. Calon fraksi gabungan apabila dimungkinkan calon
gubernur/walikota^upati berasal dari kader atau yang didukung
oleh partai. Namun demikian dapat mengambil posisi calon wakil

3. Galon fraksi lainnya apabila dimungkinkan mengambil posisi calon
wakil atau posisi lainnya di pemerintahan daerah

4. Komposisi calon kepemimpinan daerah pada dasamya fleksibel
dan di bahas oleh TOM dengan mempertimbangkan kemungkinan
menangnya.

Pasal 5 proses calon fraksi sendiri

1. Mencari dan menerima masukan calon-calon kepala/wakil kepala
daerah yang sesuai dengan persyaratan

2. Memutuskan apakah calon diambil dari internal atau ekstemal
3. Memilih beberapa nama sesuai dengan persyaratan untuk internal

atau ekstemal

4. Nama-nama lulus seleksi adrainistrasi diberikan kepada kader
untuk dipilih. Calon gubemur/wakil dipilih oleh kader di propinsi
yang bersangkulan sedangkan calon walikota/Bupati dan wakilnya
dipilih oleh kader di daerah kota/kabupaten yang bersangkulan

5. Dua nama terbesar diambil untuk kemudian dilakukan fit and
proper test oleh TOM

6. TOM memutuskan dari nama-nama tersebut yang paling layak
7. Membuat kontrak politik dengan syarat utama bersedia mengikuti

kebijakan partai dan bersedia mengikuti tarbiyah bagi calon
ekstemal

8. DPW mengirim surat ke DPP (calon gubemur) dan Wilda (calon
Bupati/ walikota) untuk diminta persetujuannya.

Pasal 6 proses calon fraksi gabungan

1. Tentukan dari fraksi manakah calon kepala daerah dan calon wakil
kepala daerah

2. Mernbuat Tim gabungan bersama fraksi pendukung lainnya yang
terdiri dari TOM dan Tim lainnya

3. Tim gabungan mencari dan menerima masukan calon-calon kepala/
wakil kepala daerah yang sesuai dengan persyaratan

4. Tim gabungan melakukan seleksi beberapa nama sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh tim gabungan

5. Nama-nama lulus seleksi administrasi diberikan kepada masing-
masing partai untuk dibahas dan direkomendasikan sesuai dengan
mekanisme partai masing-masing

6. TOM melakukan pemilu internal dengan menyerahkan nama-nama
tersebut kepada kader untuk dipilih. Calon gubemur/wakil dipilih
oleh kader di propinsi yang bersangkulan sedangkan calon
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walikota/bupati dan wakilnya dipilih oleh kader di daerah
kota/kabupaten

7. Dua naraa terbesar direkomendasikan kepada tim gabungan da
membahasnya secara bersama

8. Tim gabungan memutuskan dua nama yang kemudian dilakukan fn
and proper test secara bersama.

9. Tim gabungan merekomendasikan dari nama-nama tersebut yang
paling layak

10.Membuat kontrak politik dengan syarat utama bersedia mengikuti
kebijakan partai

n.DPW mengirim surat ke DPP (calon gubemur) dan Wilda (calon
Bupati/Walikota) untuk diminta persetujuannya.

Untuk lebih jelas alur proses pencalonan kepala daerah dapat dilihat

sebagai berikut:

Bagan IV

Mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah Partai Keadilan Sejahtera
Kota Payakumbuh

Hasil survei dan seleksi yang dilakukan TOM direkomendasikan kepada
DPW untuk diteruskan dan mendapat persetujuan dari Wilda DPP
sehingga partai di daerah mendapatkan calon yang akan diusung

Para calon yang
mendaftar melengkapi
persyaratan

administrasi

Selanjutnya TOM akan

melakukan seleksi dengan prinsip
demokrasi dan terbuka

TOM akan melakukan survei

terlebih dahulu terhadap tingkat
elektabilitas dan popularitas calon

Tim Optimalisasi Musyaroqah atau
TOM membuka pendaftaran calon
kepala daerah/wakil baik dari kader
partai atau non partai

Penetapan dilakukan oleh DPD PKS berdasarkan
keputusan Wilda DPP kepada KPU Daerah

Sumber data: diolah dari pedoman pemilihan langsung kepala daerah
propinsi, kabbupaten dan kota partai PKS
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3. Partai Amanat Nasional

Untuk proses perekmtaan menjadi anggota parlai sendiri berdasarkan

ketentuan AD dan ART partai yang berlaku, maka dapat dikatakan seluruh

warga negara Indonesia yang telah dewasa, menyetujui platform partai,

garis perjuangan, AD dan ART maka dapat mengajukan pennohonan

secara terlulis kepada dewan pimpinan partai yahg berdekatan dengan

tempat tinggal yang bersangkutan. Syarat yang harus dipenuh] oleh

anggota PAN yang akan mencalon tidak terlalu spesifik dan cenderung

terbuka untuk semua kalangan, yakni telah berumur 17 tahun, memeluk

agama yang sah dan tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.''

Untuk di daerah Payakumbuh sendiri penerimaan anggota partai dari

masyarakat bersifat sangat terbuka asalkan ada kemauan dari yang

bersangkutan. Siap bekeqa. mampu menunjukan loyalitas dan

berkontnbusi kepada partai, parlai siap menerima dan tidak memberatkan

calon dengan berbagai persyaratan. Begitu juga dengan kader sayap partai,

yaitu Barisan Muda PAN. Jalur perekrutannya lebih banyak kepada aspek

perkawanan, karena dengan aspek perkawanan ini dianggap lebih mudah

dalam membangun kader dan lebih teijalin kedekatan emosionalnya antar

sesama anggota."

^ Anggaran Dasar PAN Pasal 3 dan Pasal 4
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Adapun bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang mengatur tentang

persyaratan rekrutmen menjadi caleg pada partai PAN yang didapalkan

dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Candra Eka Setipon adalah :

1. Dalam hal pencalonan dari calon yang berprofesi sebagai PNS
atau pekeqaan yang bersumber dari keuangan negara, dalam hal
ini calon tersebut hams mempedihatkan surat pengunduran did
dan pekerjaannya yang diketahui oleh atas yang bersangkutan.

2. Bacaleg kader partai harus mengikuti dan lulus Latihan Kader
Amanat Dasar (LKAD) yang mana dalam pelaksanaannya seluruh
calon dikumpulkan untuk diadakan pelatihan dengan instruktur
yang berasal dari DPW tingkat Provinsi. Adapun mated
pelatihannya bermacam-macam, seperti halnya penguatan fungsi
partai, pelatihan kepemimpinan, cara memimpin sidang, cara
membuat peraturan-peraturan, dsb.

3. Bacaleg^ harus sejak dini terlibat aktif pada setiap kegiatan
partai,misainya pada waktu pertemuan dengan masyarakat.
iminta untuk mensosialisasikan did kepada masyarakat. Agar

pada nantinya dapat meraiip suara yang banyak pada pemilu.
4. Dalam hal kontribusi beriipa dana dan sarana, bacaleg dengan

pengums menyepakati secara bersama alokasi dana yang
dibutuhkan yang ̂ mana besaran angkanya ditentukan oleh
pengurus yang digunakan untuk keperluan administrasi dan
keperliian partai secara bersama.

5. Bacaleg mengikuti pembekalan caleg dan jurkam yang mana
dalam pelaks^aannya partai memilih calon-calon tertentu yang
dapat diposisikan untuk menjadi jurkam, sehingga dilakukan
pelatihan-pelatihan khusus terhadap bacaleg oleh DPW.

6. Aturan internal yang menyatakan anggota legislatif yang sudah
menjabat dua kali tidak boleh mencaion Iagi,_,.dalam
pelaksanaannya temyata boleh sampai tiga kali menjabat dengan
catatan adanya kondisi yang mengharuskan untuk anegota
legjslatif tersebut mendaftar.

Untuk rekrutmen penerimaan Bacaleg dilakukan oleh Tim

Pendaftaran Bacaleg. Adapun mekanisme dan tata cara seita syarat

pendafiaran caleg untuk partai PAN yang diatur dalam Pedoman
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organisasi lentang pencalegan dini untuk DPRD Kab/Kota (partai PAN)

adalah sebagai berikut:'^

Pasal 10 Mekanisme Pendaftaran

Tim Pendaftaran Bakal Caleg DPRD Kabnpaten/Kota, menyiapkan
kelengkapan pendaftaran dan informasi lainnya berupa:

1. Formulir pendaftaran Bacaleg sesuai dengan yang disyaratkan.
2. Daerah Pemilihan beserta informasi jumlah kursi yang tersedia

sesuai dengan Ketetapan KPU.

Pasal 11 Tata Cara Dan Syarat Pendaftaran

1. Mendaftarkan diri secara iangsung kepada Tim Pendaftaran
Bacaleg.

2. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DPP dan
peraturan penmdang-undangan yang berlaku.

3. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran Bacaleg dan
menerima tanda bukti pendaftaran.

4. Membayar biaya administrasi yang akan ditetapkan kemudian.
5. Menyerahkan dokumen dan kelengkapannya rangkap 5 (lima),

yaitu;
a. Formulir pendaftaran sebagai Bakal Anggota Legislatif
b. Potokopi Kartu Tanda Anggota PAN
0. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
d. Fotokopi Ijazahterakhir.
e. Daftar riwayat hidup
f. Daftar kekayaan
g. Fotokopi sertifikat Latihan Kader Anianat Dasar (LKAD)
h. Fotokopi sertifikat pembekalan Caleg dan Jurkam PAN
1. Pas foto ukuran 4x6
j. Fotokopi bukti pembayaran biaya administrasi pendaftaran
k. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan

undang-undang yang berlaku
!. Surat pemyataan bersedia membayar kontribusi dana wajib

yang besamya akan ditetapkan kemudian.

Selanjutnya untuk proses pelaksanaan sampai kepada penetapan daftar

bacaleg yang akan diusung oleh partai PAN juga diatur dalam pasal 7 dan

14 pedoman organisasi PAN yang berbunyi:

Pasal 7 Pelaksana:

74 Pedoman organisasi tentang pencalegan dini untuk DPRD Kab/Kota (partai PAN).
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2.

3.

4.

Dalam melaksanakan proses rekrutmen, monitoring dan evaluasi
Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota, DPD membenfuk:
a. Tim Pendaftaran Bacaleg
b. Tim Klarifikasi dan Verifikasi Data Bacaleg
c. Tim Monitoring dan Evaluasi Bacaleg
Bahwa dalam hal ayat 1 (satu) di atas, tim tersebut dibentuk oleh
DPD dan diputuskan di rapat pleno.
Anggota Tim terdiri dari pengurus DPD yang tidak mencalonkan
diri sebagai Bacaleg dengan mendapatkan gaji. Ketentuan jumlah
gaji dan lain-Iainnya ditetapkan dengan keputusan DPD.
Hasil kerja dari 3 (tiga) Tim dilaporkan kepada DPD dan rapat
pleno.

Pasal 14 Penetapan Daftar Bacaleg

I. DPD menetapkan daftar bac

2.

3.

aleg DPRD Kabupaten/Kota dan
menyampaikan kepada DPC dan DPRt sesuai dengan Daerah
Pemilihan

Perpindahan Daerah pemilihan Bacaleg tidak dapat dilakukan
kecuali atas pertimbangan kepentingan partai yang diputuskan
melalui Mekanisme rapat pleno DPD
Menempatkan keberadaan bacaleg perempuan di nomor iirut 1
minimal 30% dengan mempertinibangkan kapasitas, kondisi dan
situasi daerah.

Berdasarkan aturan tertulis dalam pedoman organisasi PAN tersebut,

dapat diiihat lebih jelas alur mekanisme pencalonan anggota legislatif

PAN adalah sebagai berikut:

Bagan V

Mekanisme pencalonan anggota legislatif Partai Amanat Nasional Kota

Payakumbuh

DPD PAN membentuk Tim

Pendaftaran Bacaleg, Tim Klarifikasi
dan Verifikasi Data Bacaleg dan Tim
Mentoring dan evaluasi Bacaleg

-

Para calon yang
mendaftar melengkapi
persyaratan administrasi

secara langsimg kepada
Tim yang telah dibentuk
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Penyeleksian dilakukan oleh Tim.
Dan setelah itu dilaporkan kepada
DPD levvat rapat pleno pengurus.

Hasil keputusan pleno diserahkan
kepada DPW sebagai
rekomendasi

Calon-calon yang teiah lulus dilakukan penetapan ke KPU daerah oleh
DPD untuk selanjutnya dilakukan pelatihan-pelatihan oleh DPD PAN

data: dioJah dari i'edoman organisasi tentang pencalegan dini iinluk
DPRD Kab/Kota partai PAN

Untuk aturan internal mengenai proses pelaksanaan perekrutan calon

kepala/wakil daerah tidak dapat diperoleh oleh penuiis dikarenakan suatu

hal, namun dapat dilihat dari peraturan pada level Undang-Undang dan

peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakll Kepala Daerah,

partai dalam hal ini cenderung melaksanakan apa yang tertulis pada

peraturan KPU tersebut, diantaranya:

1. Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir dari instansi yana
berwenang. ®

2. Pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan syarat-syarat yang
dipenuhi oleh calon yang formatnya telah ditetapkan oleh

KPU.

Mekanisme perekrutan calon di lembaga eksekutif oleh partai di

daerah dalam hal ini adalah pencalonan kepala daerah yang mana proses

mekanisme demokrasi dan transparan dilakukan oleh partai dengan

mengumumkan di media massa, koran, sehingga siapa saja yang merasa

berhak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah diterima oleh partai

baik itu anggota partai maupun non partai. Dalam hal menyeleksi tingkat

elektabilitas dan popularitas calon, partai bekeija sama dengan lembaga
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survei dari Jakarta yang bernama Carta Politika guna raengetahui siapa

calon yang berpotensi di daerah/^

Sebelum dilakukan penetapan pencalonan kepala daerah, proses

mekanisme penetapan itu lerlebih dahulu diusulkan nama-nama calon

kepada Dewan Pimpinan Wilayah untuk diteruskan ke DPP. Dewan

Pimpinan Pusat nantinya yang akan memutuskan siapa nama calon yang

layak untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah di daerah

Payakumbuh berdasarkan hasil keputusan rapat harian pengurus DPP

disertai dengan basil rapat koordinasi wilayah sebagai pertimbangan.

Setelah itu dilakukan penetapan oleh DPD dan adanya bentuk publikasi

yang dilakukan dengan jalan pers conference di sekretariat DPD untuk

raengumukan calon kepala daerah yang bersangkutan sebelum didafiarkan

ke KPUD.

Bagan VI

Mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah Partai Amanat Nasional Kota
Payakumbuh

Hasil lembaga survei dan

penyeleksian yang dilakukan di
teruskan ke tingkat wilayah

Dalam melakukan

penyeleksian DPD

bekeija sama dengan
lembaga survei

DPD PAN membuka pendaflaran dan bertindak sebagai
tim penyeleksi bakal calon kepala/wakil kepala daerah

01 T PAN Kota Payakumbuh Senin21 Januan 2013 di Kantor DPD PAN Payakumbuh.
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Rekomendasi dari DPD diteruskan kepada tingkat pusat, dan DPD
yang akan memutuskan calon yang akan diusung oleli DPD

DPD raelakukan penetapan calon dari PAN Daerah berdasarkan
keputusan pusat ke KPU Daerah.

Sumber data: diolah dari keputusan rapat harian DPP Partai PAN

C. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam PeJaksanaan Funosi

Rekrutmen Partai Polltik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Di Kota

Payakumbuh

Berbagai peraturan yang mengatur mengenai rekrutmen politik ini, baik

dari level peraturan Undang-Undang sampai kepada aturan-aturan internal

partai yang mana dalam pelaksanaan sudah tentu memiliki berbagai kendala.

Masing-masing partai memiliki sikap tersendiri dalam hal mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi dalam berjalannya proses rekrutmen ini.

1. Partai Demokrat

Untuk partai demokrat ada beberapa kendala yang dihadapi terhadap

pelaksanaan dari rekrutmen partai untuk menjadi calon anggota legislatif dan

calon kepala daerah adalah :

1. Untuk keanggotaan partai demokrat sendiri, khususnya di Payakumbuh
keberadaan sayap partai belum maksimal, artinya secara
keroganisasian yang telah dibentuk belum melihatkan kineija dan
pengaruhnya terhadap partai secara menyeluruh. Terlihat belum
terbentuknya Barisan Muda Demokrat di daerah sedangkan PDRI
sudah terbentuk namun belum memperlihatkan eksistensinya sebagai
sayap partai.

2. Pada sistim skoring yang digunakan oleh tim verifikasi terhadap
penilaian ijazah pendidikan yang semakin tinggi pendidikan seseorang,
m^a skor yang didapat juga semakin tinggi menjadi polemik ketika
calon tersebut tidak memberikan kontribusi yang nyata kepada partai
selama menjadi anggota partai. Artinya, pada waktu-waktu tertentu
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seperti halnya pada saat pencalonan legislatif baru memperlihatkan diri
di partai.

3. Ketentuan peraturan yang mengharuskan keterwakilan perempuan
30% untuk pencalonaii anggota legislatif mengalami kendala dalam hal
pemenuhan kuota 30% tersebut cukup sulit dilaksanakan.

4. Kendala pada perekrutan menjadi kepala daerah terkait dengan
kebutuhan untuk menggerakkan mesin politik yaitu cost politic.
Memang biaya politik bukan merupakan sebagai kendala utama,
namun biaya politik tidak dapat dipungkiri merupakan faktor penentu
keberhasilan calon dalam pemilu. Di daerah Payakumbuh sendiri,
tokoh-tokoh yang ada sebenamya sudah dapat dikatakan memiliki
kemampuan, telah mengetahui akar permasalahan di daerah serta
sudah mengetahui secara mendalam kondisi kota Payakumbuh baik
dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang
nanti akan dirumuskan dalam visi misi kampanyenya. Namun mereka
belum memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Upaya yang dilakukan partai untuk mengatasi kendala-kendala tersebut

antara lain:

1. Upaya yang dilakukan terhadap eksistensi kader sayap partai dengan
memperkuat kedudukan organisasi tersebut di daerah. Dan
membentuk pengurus serta program kerja yang jelas.

2. Untuk meminimalisir kader partai yang hanya pada waktu
pencalonan legislatif baru aktif, pengurus mencoba membuat
penilaian tersendiri terhadap loyalitas ke partai. Sehingga dapat
menjadikan bahan pertimbangan bagi tim verifikasi dalam pemberian
skor penilaian.

3. Jumlah kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang
diwajibkan oleh Undang-Undang menjadi kendala yang berat, namun
hal ini telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut
oleh partai dengan mencoba menjaring tokoh-tokoh perempuan di
masyarakat, khususnya bundo kanduang dan tokoh-tokoh perempuan
yang aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan.

4. Untuk kendala yang dihadapi mencalonkan kepala/wakil kepala
daerah, partai mencoba membuat strategi dengan menempatkan
pasangan calon kepala daerah dengan wakilnya yang mana sifatnya
saling mengisi kekurangan satu sama lain. Misalnya, calon kepala
daerah yang memiliki tingkat elektabilitas dan kemampuan serta
ketokoh^ yang populer di tengah-tengah masyarakat, namun
memiliki kendala finansial yang kurang memadai. Sehingga
dipasangkanlah dengan wakil yang memiliki kemampuan finansial
yang cukup agar dapat mengimbangi pasangan calonnya.

72



2. Partai Keadilan Sejahtera

Dalam pelaksanaan sistim rekrutmen politik pada partai PKS, dari sisi

pelaksanaan aturan tidak terlalu mengalami kendala yang berarti. Namun ada

beberapa kendala yang didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan

bapak Mustafa berikut disertai dengan upaya yang dilakukan dalam

mengatasi kendala tersebut:

1. Dari sisi kemampuan finansial terhadap calon anggota legislatif
kendala yang dihadapi misalnya ada kader yang berkemampuan dan
teriatili di bidang legislatif, namun terkendala dengan permasalahan
biaya untuk mendongkrak popularitasnya, sehingga mengundurkan
niatnya untuk mencalon jadi anggota legislatif. Partai terlebih dahulu
berupaya untuk mencari calon pengganti yang siap balk dari sisi
finansial atau kemampuan, namun jika tidak ada ditemukan, maka
partai akan bergotong royong dalam pemenuhan biaya calon tersebut
yang dapat dilakukan oleh instruktur atau atau kader lainnya.

2. Terhadap akad dakwah yang telah dijelaskan, kendala yang dihadapi
dalam praktiknya bisa saja ada pihak-pihak tertentu yang tidak
konsekuen atau berpendirian. Artinya ketika sudah lulus menjadi
anggota legislatif, lalu lupa akan kewajiban yang tertuang dalam akad,
maka struktur berhak untuk memberikan teguran tertulis dan kalau
sudah sangat fatal kesalahannya, mekanisme PAW dapat diberlakukan
oleh partai.

3. Ketersediaan perempuan yang masih sulit untuk dilaksanakan
berdasarkan UU yang menyatakan 30% tersebut. Sedangkan untuk
mencari tokoh pemimpin dengan melihat tingkat ketokohannya masih
sulit, apalagi mencari tokoh wanita yang dalam skala daerah masih
asing untuk ikut serta ke dunia politik. Mungkin dikarenakan
kehidupan seorang wanita lebih cendenmg memikirkan keluarga dari
pada ikut berpartisipasi dalam politik. Meskipim masih ada perempuan
berpotensi untuk dunia politik ini, namun untuk mencarinya agak sulit
dan lebih selektif. Sehingga dengan peraturan keterwakilan perempuan
30% ini menjadi terkesan dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut.

Untuk kendala sekaligus upaya yang dilakukan terhadap pencalonan

menjadi kepala/wakil kepala daerah pada partai PKS adalah:^®

" Wawancara dilakukan dengan Bapak Suparman S.Pd selaku ketua DPD PKS Kota
Payakumbuh
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1. Dalam hal perolehan dukungan masa yang dilakukan partai dengaa
melakukan survei, terkadang kader partai yang dlrasa pengurus dan
anggota partai lainnya sudah layak untuk mencalonkan dlri menjadi
kepala daerah, namun berdasarkan hasil survei menunjukan tingkat
elektabilitas yang lemah. Maka upaya yang dilakukan partai tidak
mengusung calon dari kader tersebut, namun lebih memilih caioa
yang dianggap populer dan memiliki elektabilitas yang kuat.

2. Untuk dukungan politik yang pada kenyataannya kurang dari jumlah
kursi yang didapatkan pada pemilu, sehingga upaya yang dilakukan
partai dengan melakukan pendekataii lobi-lobi politik dengan partai
yang lulus berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh.

3. Kendala yang terberat memang dari dukungan dana yang hams
dimiliki oleh calon. Dengan kata lain ketika partai dihadapkan kepada
calon yang tidak mumpuni dari sisi finansial, maka partai secara
instruktur menghimbau kepada seluruh kader untuk ikut terlibat aktif
dalam hal membantu pendanaan terhadap calon.

3. Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional juga terdapat berbagai kendala yang dihadapi

dalam melaksanakan peraturan mengenai rekrumen politik ini disertai dengan

upaya yang dilakukan. Berikut penjelasannya berdasarkan hasil wawancaja

penulis dengan Bapak Masrul Malik sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pelatihan LKAD pada setiap bacaleg, kendala yang
dihadapi adalah biaya yang ciJcup besar untuk penyelenggaraan
pelatihan ini yang dibebankan kepada bacaleg, misalnya untuk biaya
penginapan, biaya instruktur, makan dsb ditanggung oleh caleg. Upaya
yang dilakukan jika terdapat bacaleg yang mengalami masalah
pend^aan terlebih dahulu adanya kesepakatan dengan partai sehingga
partai dapat membantu dalam proses pembiayaan calon tersebut.

2. Mengenai kehamsan bacaleg untuk memberikan kontribusi pendanaan
yang ditetapkan oleh partai, dengan melihat perbedaan pendapatan
masing-masing bacaleg, maka bagi bacaleg yang kurang dalam
finansial partai mencoba meminimalisir biaya dengan kriteria tertentu
agar teijangkau oleh caleg yang bersangkutan sehingga tidak ada yang
terbebani.

3. Jumlah kader partai yang tidak seimbang dengan kuota kursi yang
yang disediakan sebagaimana yang telah diatur dalam UU membuat
calon anggota legislatif dari PAN sudah melebihi kuota 100%
perdaerah pemilihan. Sehingga dilakukanlah penyeleksian lebih lanjut
sampai kepada kuota yang diharuskan. Selain itu masih banyak calon
y^g belum sepenuh hati untuk mencalonkan diri menjadi bacaleg,
dikarenakan adanya rasa ketakutan dan prediksi tidak akan menang
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dikarenakan banyaknya calon dari partai lain juga mendaftar, bahkan
sesama anggota partai sendiripun juga ikut bersaing.

4. Terhadap keberadaan keterwakiian perempuan 30% menjadi masalah
bersama partai untuk disikapi dengan arif dan bijaksana. Bagaimana
siasat untuk menghimpun sebanyak-banyaknya kader perempuan agar
lerciptanya kesetaraan gender dan terpenuhi kuota tersebut. Untuk
mengupayakan terpenuhinya kuota keterwakiian perempuan sebanyak
30/o, partai mencoba untuk konsolidasi dengan seluruh pengurus
partai di daerah sampai kepada pengurus partai pada tingkar rayon atau
DPRt, untuk memikirkan bersama dan mencari sosok yang layak untuk
dijadikan calon legislatif dari kaum perempuan.

5. Untuk pencalonan kepala/wakil kepala daerah berdasarkan aturan UU
yang sifatnya lebih teknis diatur dalam peraturan KPU, sehingga partai
berpedoman kepada aturan KPU tersebut, dan tidak mengalami
kendala yang berati.

Dari beberapa pandangan dari partai terhadap kendala-kendala yang

dihadapi dalam melaksanakan proses rekrumen ini, penulis juga memiliki

pandangan Iain terhadap problema yang menjadi kendala bagi partai di daerah

Payakumbuh adalah :

1. Untuk mengukur tingkat moral itu sulit dilakukan karena meniiai sejauh

mana tingkatan akhlak seseorang itu baik atau buruknya menjadi

seorang poiitisi. Jadi yang perlu ditekankan untuk seorang calon

pemimpin dari partai ini adalah sejauh mana pengaruh dia untuk

membangun opini dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Ketika masyarakat dan pemimpin sudah teijalin komunikasi yang linear

atau sejalan, maka setiap pemberlakuan kebijakan yang dikeluarkan

akan dapat diterima dengan baik oleh masyarkat.

2. Juga tidak terlepas dari keberaan fungsi Iain dalam penguatan fungsi

rekrumen politik ini. Artinya, ilingsi-fungsi partai politik yang telah

diatur jika pelaksanaannya baik dan terintegrasi satu sama lain, maka

partai tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari dan menghasilkan
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pemimpin politik yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Karena

bagaimanapun juga keberadaan partai di era demokrasi ini masih sangat

dominan, karena selain sebagai peserta pemilu yang mayorilas juga

sebagai tempat atau wadah masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi-

aspirasi mereka yang dirasa belum terpenuhi atau bahkan disepelekan

oleh orang-orang yang kebetulan sedang meraih puncak kekuasaan.

3. Partai di daerah masih dipenuhi oleh orang-orang yang mencari

kebutuhan di dalam partai. Realita yang terjadi saat ini bahwa partai

dikelola oleh orang-orang yang tidak mempunyai profesi yang jelas dan

memiliki waktu luang yang banyak karena tidak mempunyai pekerjaan

yang tetap. Atau bahkan bemiat untuk mencalonkan diri menjadi

anggota iegislatif dengan pencapaian untuk mengumpulkan pundi-

pundi kekayaan. Hal ini belakangan sering teijadi, sehingga banyak

kader-kader politisi yang terjerat kepada kasus korupsi. Ini menjadi

bumerang bagi partai untuk membuat suatu sistem perekrutan agar

partai tidak hanya mengutus kader yang asal-asalan untuk memimpin

rakyat ini.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya

terhadap pengaturan, pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi partai

dalam melaksanakan fungsi partai yang menyangkut kepada rekrumen politik

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik , maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai rekrutmen politik khususnya di kota Payakumbuh

masih lemah terutama dalam hal pencalonan menjadi kepala/wakil

kepala daerah. Partai lebih mengkedepankan beniuk-bentuk peraluran

tertulis yang disebutkan dalam perundang-undangan dengan pencapaian

untuk memenangkan pemilu, sehingga persyaratan khusus yang

seharusnya dibuat oleh partai cenderung terabaikan. Namun ada juga

partai yang membuat regulasi khusus dalam aturan internal partainya

secara teknis sebagai wujud pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi.

Dari sisi aturan mengenai persyaratan menjadi anggota legislatif

ataupun kepala/wakil kepala daerah, dalam hal tidak pemah dijatuhi

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap dengan pidana maksimal 5 (lima) tahun tidak diperjelas

dalam aturan masing-masing partai. Partai lebih mengkedepankan

aspek persyaratan yang lebih umum dengan tidak sedang terkait kasus
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hukum tanpa menyebutkan dengan jelas jumlah pidana yang tertera

dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai ini untuk menjadi anggota

partai hampir mayoritas panai menerapkan prinsip terbuka bagi setiap

orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini berlandaskan kepada setiap warga

negara berhak untuk berpolitik dan memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan. Untuk persyaratan menjadi calon anggota

legislatif yang telah dibuat baik di level perundang-undangan atau

peraturan internal partai, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sudah

baik. Dapat dilihat dari aspek penjaringan yang dilakukan masing-

masing partai dengan melihat beberapa kriteria calon, seperti track

record, pengalaman organisasi, hubungan sosial dan kedekatan dengan

masyarakat, dan lainnya yang menjadikan partai memberikan ruang

kesempatan terhadap calon yang ingin menjadi anggota legislatif.

Namun lain halnya untuk menjadi kepala daerah di kota Payakumbuh,

dari sisi persyaratan yang lemah sehingga pelaksanaannya cenderung

mengabaikan prinsip keterbukaan. Hal ini ditandai dengan minimnya

regulasi internal yang dimiliki oleh partai, partai cenderung mengadopsi

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya

masih umum. Sehingga partai berorientasi untuk meraih kemenangan

sebesar-besamya dan bisa menguasai roda pemerintahan itu sendiri.

3. Kendala terbesaar dalam pelaksanaan pengaturan rekrutmen politik ini

terlihat dari sisi kemampuan finansial yang hams dimiliki oleh setiap
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calon baik untuk menjadi anggota legislatif ataupun menjadi

kepala/wakil kepala daerah. Biaya politik baik Itu untuk menjadi kepala

daerah ataupun menjadi calon anggota legislatif sangat besar, yang

mana tokoh-tokoh yang dianggap mampu memegang kekuasaan

kebanyakan mengalami masalah flnansial. Sehingga berbagai strategi

yang dilakukan partai untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

B. Saran

Berdasarkan basil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab III

dan diperjelas dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka terhadap proses

keberadaan fungsi partai yang menyangkut kepada rekrumen politik, maka

penulis mencoba memberikan kerangka plkiran yang diharapkan bisa menjadi

masukan bagi pihalc partai dalam merumuskan kebijakan rekrumen ini.

Adapun saran yang dimaksud baik itu bersifat kekurangan ataupun

pemikiran bagaimana upaya partai dalam merubah sistim rekrutmen

kedepannya adalah :

1. Penguatan regulasi yang dibangun oleh aturan-aturan internal partai

diharapkan lebih bersifat pelaksanaan dan penekanan dari aturan

perundangan yang telah ada, dan tidak bersifat tendensius serta

meminimalisir kemungkinan teijadinya kecurangan dalam berpolitik

terutama pada saat-saat pesta demokrasi berlangsung. Penekanan dari

aturan pada level partai mengenai pencalonan baik untuk menjadi calon

legislatif ataupun calon kepala/wakil kepala daerah dalam hal tidak

pemah dijatuhi pidana maksimal 5 (lima) tahun diharapkan dibunyikan

secara jelas dan tidak mengalami makna bias, sehingga tidak terbukanya
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peluang sedikitpun terhadap calon-calon yang telah mendapatkaa

hukuman diatas 5 tahun tersebut.

2. Diharapkan partai lebih sedikit selektif untuk menerima calon legislatif

baik dari kader ataupun non kader, jangan sampai calon-calon yang

diusung memiliki orientasi menjadi anggota legislatif adalah sebuah

ladang pekeijaan untuk memperkaya diri sendiri dan partai. Dengan kata

lain, calon yang diusung harus mempunyai ideologi khusus dan

keberpihakan kepada masyarakat sebagai konstituen adalah harga mati

dan tidak dapat ditunda-tunda. Regulasi tersendiri untuk persyaratan

pencalonan kepala/wakil kepala daerah seharusnya menjadi tolak ukur

partai dalam melaksanakan reknitmeii politik ini. Kedepan diharapkan

kejelasan persyaratan panai yang berslfat tertulis dan mekanisme yang

terbuka dan transparan serta pengawasan oleh semua pihak terhadap

keberlangsimgan pemilukada ini.

3. Kemampuan operasional yang harus dimiliki oleh calon baik untuk

menjadi anggota legislatif ataupun kepala/wakil kepala daerah harus ada

standar yangjelas dan jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum

yang berkepentingan secara pribadi. Terhadap calon yang dirasa

memiliki kemampuan kepemimpinan dan dirasa layak tmtuk dicalonkan

namun berkendala permasalahan finansial partai sudah selayaknya

mampu membuat sistim pendanaan yang tidak memberatkan terhadap

calon dengan catatan tidak adanya konspirasi politik pada tubuh partai

dengan calon yang bersangkutan. Sehingga tidak ada alasan seseorang

yang memiliki kemampuan di bidang politik dan diharapkan masyarakat
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untuk memimpin namun tidak mencalon gara-gara terkendala dengan

kemampuan operasionai yang diterapkan pada setiap partai.
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